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Abstrak 

Nama : Khoiruddin 

Judul : ST A TUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap Perundang­

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia 

Studi ini bermaksud mengetahui status wanita dalam Perundang-undangan 

Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, dan sejauhmana hal itu 

beranjak dari kitab-kitab fikih. Untuk tujuan ini ada empat indikator yang digunakan., 

yaitu: (1) kemungkinan poligami; (2) pencatatan perkawinan; (3) peran wali dan 

kebebasan mempelai wanita; dan (4) proses perceraian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan melacak: pada dua sumber pokok, yakni ( l) kitab-kitab fikih tradisional imam 

mazhab atau kitab yang paling dekat kepada imam mazhab; dan (2) Perundang­

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Adapun untuk 

menganalisis data digunakan perpaduan metode analisis isi (content analysis) dan 

komparasi (comparative analysis). Dengan analisis isi dimaksudkan studi ini 

menganalisis secara seksama dan cermat isi yang ditemukan dalam kedua sumber 

pokok tersebut dalam bidang empat indikator yang digunakan. Kemudian dengan 

analisis perbandingan dimaksudkan studi ini membandingkan kedua negara tersebut, 

yaitu Indonesia dan Malaysia, juga membandingkannya dengan isi kitab-kitab fikih, 

dan antara Indonesia dan Malaysia dengan negara-negara Muslim lainnya. 

Studi ini menemukan, bahwa Hukum Perkawinan Muslim kedua negara 

tersebut sama-sama mengharuskan adanya persetujuan dari pengadilan untuk 

bolehnya seorang suami melakukan poligami, kecuali di negara bagian Serawak dan 

Kelantan. Sebagai tambahan, Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari 

isteri/isteri-isteri. Sementara dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan 

ketentuan yang demikian. Studi ini juga menemukan, bahwa Hukum Perkawinan 

Muslim kedua negara tersebut mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. 

Meskipun pencatatan perkawinan bagi kedua negara tersebut bukan syarat sah akad 
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nikah, tetapi dengan keharusan pencatatan perkawinan ini, para pibak calon st.... 

dan isteri teJah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian tentang 

terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sah pernikahan sesuai dengan aturan perundang­

undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menjamin 

kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga serta terjaminnya hak-hak para pihak 

sebagai suami dan isteri. Dalam konsep fikih tradisionaJ sarana mengoreksi apakah 

syarat-syarat untuk boleh atau tidaknya -seorang melakukan pemikaban tidak ada. 

Akibatnya, daJam beberapa kasus isteri terlantar ketika suami tidak bertanggung 

jawab. Studi ini juga membuktikan bahwa Hukum Perkawinan Muslim kedua negara 

tersebut tidak mengakui adanya hak memaksa wali (i.fhar), dan mengharuskan adanya 

persetujuan dari mempelai wanita untuk dapat dilangsungk:an akad nikah, kecuali 

Terengganu yang tidak menghendaki adanya persetujuan mempelai wanita, dan 

Kelantan yang masih mengakui hak ijbar bapak dan kakek. Sebatiknya, konsep fikih 

tradisional memberikan hak kepada wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa 

persetujuan wanita yang bersangkutan (wali mujbir). Akhimya, studi ini juga 

membuktikan bahwa Hukum Perkawinan Kedua negara ini tidak mengakui hak taJak 

suami. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama mengajukan permohonan talak. 

Pengadilan adalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan dapat terjadi atau 

tidaknya talak. Talak di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukwn. Konsep 

ini berbeda dengan teori fikih tradisional yang mengakui hak mutlak talak suami. Di 

samping itu, kedua negara ini tidak mengakui talak tiga, kecuali Perak. 

Karena itu, berdasar empat indikator tersebut dapat disimpulkan, bahwa status 

wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan 

Malaysia lebih sejajar dengan kaum pria dibandingkan dengan isi kitab-kitab fikih 

tradisionat. 

Dari sisi wakiu, usaha pembaruan Hukum Perkawinan yang dilakukan 

Indonesia dan Malaysia relatif terlambat dilakukan apabila dibandingkan dengan 

pembaruan yang dilakukan di umumnya Negara-negara Muslim lainnya. Di samping 

itu dapat juga disimpulkan, bahwa lahimya Undang-undang Perkawinan Indonesia 

muncul sebagai tuntutan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum pembaharu 

dan kaurn wanita, meskipun ada respon negatif dari keJompok tradisional. Lebih dari 
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itu, metode pembaruan yang digunakan Indonesia dan Malaysia dalam melakukan 

pembaruan Hukum Perkawinan adalah: (1) penafsiran ulang (reinterpretasi) nash, (2) 

siyiisah al-Shar'iyah, (3) pengambilan salah satu pandangan para imam (mujtahid) 

terdahulu (takhayyur), dan ( 4) pengkombinasian sejumlah pandangan imam 

(mujtahid) terhadulu (ta(fiq). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Hurup Nama Hurup Keterangan 
Arab Latin 

I alif Tidak dilambangkan 
--

w ba b be 

u ta t te 

:. w tha th te dan ha 

(!: Jlffi J Je 

( ha h ha (dengan titik bawah) 

( kha kh ka dan ha 

.3 dal d de 

.:I dhal dh dedan ha 

.) ra r er 

.) za1 z zet 

(.)'l sm s es 

:. shin sh es dan ha (.)'l 

lJ'3 sad s es (dengan titik di 
bawah) 

Ja dfld d de (dengan titik di . 
bawah) 

.b t~ t te (dengan titik di bawah) . 
j; Z.fi z zet (dengan titik di . 

, bawah) 

t 'ain ' Koma terbalik 
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t ghain gh ge dengan ha I T------r?--------------~ 
~---------- -------··---- ·----- ----------------- ... ----------------- -·----------- - --- - ---- ---- ----- -- - -----1 

u fa f ef J 

-·- - -1 

1 

.. 
~ qaf 

kaf 

q 

ka 

ki 

k 

I 
1-----li-------·--- ------ ----------------·-------·----t : :~-mzah --< _ ........ ;7d1 ~tas 
____ l __________ ---- ------- ------- ·---------·---·-

ha h ha 

B. Vokal Panjang 

A panjang ditulis A a panjang ditulis a 

U panjang ditulis -0 u panjang dutulis u 

I panjang ditulis I i panjang ditulis 

C. Vokal Rangkap 

waw mati ditulis u y mati ditulis i 

D. Kata Sandang 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf shams1yah ditransliterasikan dengan aL 

Contoh : ~ l : al-Shamsu 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qarnariyah ditransliterasikan dengan al. 

Contoh : ~.l l : al-Qamaru 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT. penelitian saya 

yang berjudul STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi Terhadap 

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan 

Malaysia dapat terwujud dalam bentuk disertasi. Oleh karena itu, saya patut 

bertahmid ke hadirat-Nya. 

Selesainya tulisan ini tentu berkat bantuan, dorongan, kemudahan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan penghargaan yang 

setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua 

pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung membantu dalam 

penyelesaian disertasi ini. 

Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya haturkan 

kepada kedua orang tua saya: H. Saribun Nasution, Hj. Sariani Nasution, dan kedua 

ibu dan bapak mertua: H. Moh. Djamhari BSc., Hj. Sri Hartati, yang tiada henti­

hentinya memanjatkan do'a untuk kesuksesan anak-anaknya, dan secara khusus 

senantiasa mendorong dan berdo'a dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah 

mengampuni dosa mereka. 

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tutus dan tiada terhingga saya 

sampaikan secara khusus kepada bapak Prof Dr. H. M. Atho Mudzhar. Sebagai 

pembimbing (promotor), beliau telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, 

serta tidak bosan-bosannya memberikan dorongan untuk selesainya tulisan ini. 
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Sebagai rektor IAIN Surran Kalijaga Yogyakarta beliau telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Ph.D. Sandwich Program di McGill 

University Montreal Kanada, selama dua semester. Tanpa kesempatan tersebut 

disertasi ini belum tentu dapat selesai. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

disampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, sebagai pembimbing 

(promotor) yang dengan segala kemudahan memberikan bimbingan kepada penulis. 

Kesediaan beliau membimbing lewat kiriman (pos) tentu sangat membantu penulis, 

baik dari sisi waktu maupun keuangan. 

Ucapan terima kasih banyak tidak lupa diucapkan kepada bapak Prof. Dr. H. 

Noeroezarnan Shiddiqiy, MA. (alm.), mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan 

Kalijaga, Prof. Dr. Faisal Ismail, MA., mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan 

Kalijaga Y ogyakarta, Prof Dr. H. M. Amin Abdullah, Direktur Pascasarjana IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis, dan 

Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, yang memberikan dorongan, dan berbagai kemudahan dalam upaya 

selesainya disertasi ini. 

Terima kasih banyak juga disampaikan kepada Wendy Allen, Jennifer Towell, 

Susy Ricciardelli, Joanna Gacek, Lori Novak, Jameela Jeeroburkhan, Phil Williams, 

dan Anni Yoesoef, yang dengan bantuan beliau-beliau penulis dapat memanfaatkan 

kesempatan untuk mendapatkan bahan-bahan penulisan disertasi ini selama 

mengikuti Ph.D. Sandwich Program selama dua semester tahun akademik 1999/2000 

di McGill University, Montreal, Kanada. 

Bantuan tak terhingga yang diberikan Adam Gacek, Salwa Ferahean, Steve 

Miller dan Wayne St. Thomas, di Perpustakaan Islamic Studies McGill University 
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Montreal Kanada, khususnya selama mengikuti Ph.D. Sandwich Program, pantas 

pula diucapkan terima kasih yang tulus. Tanpa pertolongan mereka yang selalu 

membantu dengan penuh senyum sebagai tanda keramahan itu belum tentu disertasi 

ini dapat selesai. 

Kepada para pustakawan Pascasarjana, M. S. Arianto, S.Ag, Sip, Dra. Any 

Musyahadah, Fenti Muzdalifah, A.Md., Kamila, S.Ag., Pujamunarta, S.Pd., dan 

Nuning Hasanah, pustakawan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat IAIN Sunan 

Kalijaga, penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih banyak yang telah dengan 

ikhlas dan tulus menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyelesaian 

disertasi ini. 

Tanpa kesabaran, pengorbanan, dorongan dan do'a dari isteri tercinta, Any 

Nurul 'Aini, SH. dan ananda tersayang: Muhammad Khoiriza Nasuti on, Tazkiya 

Amalia Nasution dan Affan Yassir Nasution, disertasi ini mungkin tidak dapat 

diselesaikan. Untuk itu, kepada mereka yang paling menentukan dalam hidup penulis 

disampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas. 

Akhirnya, kepada berbagai pihak yang berperan dalam penyelesaian disertasi 

ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis berdo'a semoga segala amal 

usaha mereka semua menjadi amal shaleh dan mendapat ganjaran yang berlipat 

ganda dari Allah SWT. jazakumu Allah khairanjaza', amin. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti ditulis Fazlur Rahman, l al-Qur'an memproklamasikan bahwa laki-laki 

dan perempuan tidak dibedakan,2 laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan 

tanggung jawab dan balasan amal,3 ada keseimbangan (timbal-balik) antara hak dan 

kewajiban suami dan isteri.4 Namun proklamasi im, langsung diikuti dengan 

pernyataan bahwa laki-laki mempunyai hak waris dua kali lipat dari hak waris 

perempuan,5 bahwa kesaksian laki-laki dihitung sama dengan dua kali lipat kesaksian 

l Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", dalam International 
Joumal of Middle East Studies, 11 (J 980}, him. 452-453. 

2 Lihat misalnya al-Hujurat ( 49): 13: 

J._:, L,,..! _, Li _,..._.:;. I' < ; I. '?' _, ~ I _, ..;£ .l 0-4 
1
, < ·, 9 I; Ll I c.I" L...J I \+-: l_,i 

~I iii I .l....ic- ~..;£1 ul I _,.J~ t......:.....l 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakirlaki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa di antara kamu. 

3 Misalnya lihat al-Mu'min (40):40: 

~I u _,_h .l....,l ~ _, Li 0-4 _;...... _,. _, ~ I _, I ..;£ .l 0-4 6....1 l.a J....c. 0-4 _, 

Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam 
keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga. 

4 Proklamasi yang dimaksud Rahman adalah apa yang tercantum dalam surah al-Baqarah (2): 
228: ~ 'i .iJ I ~ w+-J _, 

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 
ma'ruf 

5 Misalnya disebutkan, seorang wanita hanya mendapat separuh bagian pria, seperti tergambar 
dalam surah al-Nisa' (4): II: 

~YI Ji..:,. ~ ..;Soil.I 

bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. 

r 
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perempuan, 6 suami mempunyai hak talak mutlak, sementara isteri tidak, 7 kalau salah 

satu di antara suami atau isteri melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan 

(nushuz) sebagai pasangan dalam rumah tangga, proses penyelesaiannya berbeda, 

dimana kalau isteri yang melanggar, langkah penyelesaiannya adalah dengan jalan 

suami berhak memberi peringatan dengan tiga tahapan, yakni: (1) mengingatkan 

dengan kata-kata (0-\ _,l:u.....!), (2) membiarkan isteri sendiri di tempat tidur 

(Cl' w......_i I ~ 04 .J ~ I .J) , dan (3) bahkan boleh memukul kalau kedua langkah 

pertama tidak berhasil ( 0-\ ~.fa I .J) , 8 sementara kalau suami yang melanggar, 

dianjurkan untuk berdamai/sabar.9 Bahkan secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an 

6 Dalam persaksian, seorang wanita hanya dihitung setengah pria, artinya hale saksi seorang pria, 
sama dengan hale saksi dua orang wanita. Lihat al-Baqarah (2):282: 

·t::.1 1 L ·• ···'- u.c. -' ·u -<'t..:.. · · , ... ~., , •. ~.-.... 1 U .>A -' ~ _J- ~ .J ~ I l.J r- · .J iJ-A <..>-:! --...:r- -' -.s-- -' 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika talc ada 
dua orang lelaki, malca (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan. 

Bahkan pemikir kontemporer pun masih ada yang berpandangan bahwa nilai saksi perempuan 
hanya setengah lalci-laki karena memang secara psikologi wanita tidalc secekatan kaum laki-laki. Lihat 
misalnya Sayyid Qutub, Fi Z{ldi a/-Qur'dn, cet. ke 4 (Beirut: Dar al-'Arabiyah, t.t.), III:89-90. 
Meskipun pandangan ini telah direformasi pemikir lain, misalnya Mahp111d Shaltiit, dengan mengutip 
Muh.flmmad 'Abduh, mengatakan bahwa masalah salcsi ini harus dihubungkan dengan konteks, dimana 
pada masa itu wanita memang tidalc banyak terlibat dengan urusan mu'amalah. Pantas kalau kesaksian 
wanita tidak sebanding dengan laki-laki. Sebaliknya, dalam masalah-masalah rumah tangga wanita lebih 
profesional daripada kaum laki-laki sebab memang wanita lah yang lebih banyalc terlibat dengan masalah 
rumah tangga ketika itu. Dengan demikia, nilai kesaksian wanita yang hanya separuh kesaksian yang 
disebut dalam ayat ini bukan karena ingatan wanita yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Mahpu1d 
Shaltiit, Al-Isldm: 'Aqidatu wa al-Shari'atu, cet. ke 11 (Beirut, Kairo: Dar al-Shun1q, 1403/1983), him. 
240. 

1 Dalam hal hale cerai (talalc), terkesan suami mempunyai hale mutlalc. Artinya kapan saja suami 
berhalc mentalak isterinya, bahkan tanpa alasan pun talalc dapat terjadi. lihat al-Qur'an surah al-Baqarah 
(2):226-231. 

8 Lihat al-Nisa' (4):34: 

LIA _,....,,fa I _, ~ l.A....J I ~ LIA _,.?.-A I _, LIA .,b...J LIA j ~ w _,..! U..::. ..,..:W I _, 

Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, malca nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri 
dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

9 al-Nisa' (4): 128: 

1 ·e J le C ~ :i.J W.1 JC- I _,I I j~ ~ LJ-4 u] ~ o I .J-A I wl _, 
L:.....1.. 1 o 4 ; ; 1 L:...J-...,i w I 

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, 
maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benamya, 
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bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, Io dan suami 

mempunyai status sebagai pemimpin ( r I _,...!) _I I 

Konsep adanya superioritas kaum pria terhadap wanita ini diikuti oleh para 

fuqaha dan mufasir tradisional, I2 yang hasilnya dapat dilihat pada umumnya dalam 

kitab-kitab fikih dan tafsir tradisionaI. I3 Dalam sumber tradisional ini, disebutkan 

misalnya bahwa seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Artinya, 

tanpa alasan yang jelas pun seorang suami boleh menceraikan isterinya. Demikian 

juga, seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan isteri, sebab 

diyakini bahwa poligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh 

melakukan poliandri. Masih contoh lain adalah bahwa seorang wali (laki-laki) boleh 

memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki 

tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (hak ijbar). 

10 Al-Baqarah (2):228: 

4-;..) ~ ~ J 4-..rl-l .J 

Akan tetapi para suarni mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. 

11 AI-Nisa' (4):34: 

LA....i .J ~ ~ i"~ Ji I J.,;..j LA....i ~ t........W I ~ 0 _,.... I ~ J 4-.;-J I 
~I _,....1 <.J...o l_,o....Lil 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

Fazlur Rahman berpendapat, dan pandangan ini mewakili kelompok modernis bahwa tunjukan al­
Nisa' (4):34 ini adalah fungsional, bahwa hanya suami yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga 
yang dapat menjadi pemimpin, bukan normatif Sebaliknya, ulama tradisional melihatnya sebagai ayat 
normati( yang berlaku secara keseluruhan dalam kondisi apapun. Lebih dari itu, Muhammad Asad 
mengartikan kata qawwtim dengan dengan arti 'seorang yang harus bertanggung jawab penuh (shall 
take full care)'. 

I 2 Maksud tradisional dan konvensional dalam tulisan ini adalah teori atau konsep atau 
pandangan intelektual/mujtahid tradisional yang sudah mapan, bahkan sudah menjadi pegangan yuridis, 
sosiologi dan filosofis mayoritas Muslim, yang merupakan antitesa terhadap teori/konsep/produk 
pernikiran modern/kontemporer. Maka maksud kitab-kitab fikih atau tafsir tradisional/konvensional 
adalah kitab-kitab fikih dan tafsir yang ditulis pada masa/zaman tradisional yang sudah mapan di 
kalangan masyarakat Muslim secara umum, dan umumnya penulis menyebutnya dengan klasik. Maksud 
ini juga yang dikehendaki ketika menggunakan istilah tradisional dan konvensional dalam seluruh tulisan 
ini, kecuali dijelaskan untuk menunjukkan makna lain 

13 Rahman, "A Survey", him. 453. 
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Sebaliknya, salah satu fenomena yang muncul sejak awal abad ke 20 di dunia 

Muslim adalah adanya usaha pembaruan Hukum Keluarga (perka~ perceraian 

dan warisan).14 Turki tercatat sebagai negara pertama yang melakukan pembaruan 

Hukum Perkawinan dengan lahirnya Ottoman Law of Family Rights (QtinWi Qartir 

al-!J.uquq al-'Ailah al-Uthmtiniah) Tahun 1917,15 yang kemudian pernah diadopsi 

14 Lihat Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoi.Tlts'', dalam T'he 
American Journal of Comparative Law, No. 26 (1978), hlm. 214; Norman Anderson, Law Reform in 
the Muslim World (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 2. Penggunaan istilah 'Hukum Perkawinan' 
atau 'Hukum Keluarga' lialam tulisan ini digunakan untuk menyesuaikan dengan istilah yang digunakan 
di negara-negara wilayah penelitian, dimana Malaysia menggunakan istilah 'Hukum Keluarga', 
sedangkan Indonesia menggunakan istilah 'Hukum Perkawinan'. Penggunaan istilah 'Hukum 
Perkawinan', 'Hukum Keluarga', dan 'Hukum Perorangan', tidak menunjukkan perbedaan subyek yang 
prinsip. Ketiga istilah ini merupakan terjemahan dari 'Personal law', 'Family Law', 'Family Protection', 
'Law of Personal Status', 'Law of Family Rights', dan 'Marriage Ordinance', dari bahasa Arab 'Qaniin 
al-Ah:wfil al-S~yah', 'Qaniin al-Usratu', 'Qaniin Hµquq al-'Ailatu', 'AhJWn Zawij', dan 'AhJc8.m 
lzdiwaj'. Istilah 'Personal law', 'Family Law', 'Law of Personal Status', dan 'Marriage Ordinance', 
merupaan terjemahan dari 'Qaniin al-Ah:wfil al-Shakhs!yah', 'Qantln al-Usratu', 'AhJcim Zawaj', dan 
'AhJcam lzdiwaj'. Sementara istilah 'Law of Family Rights', dan 'Family Protection', sebagai 
terjemahan dari 'Qaniin Hµquq al-' Ailatu'. V ariasi istilah ini digunakan untuk menunjukan subyek 
pembahasan yang pada prinsipnya sama, yakni sejumlah negara mengguna.kannya untuk menunjukkan 
subyek perkawinan dan perceraian, yakni: (1) tata cara meminang, (2) syarat-syarat dan rukun-rukun 
nikah; (i) akad nikah; (ii) wali; (iii) saksi; dan (iv) mempelai laki-!aki, (3) mahar, (4) mahram/muhrirn, 
(5) nikah yang sah dan nikah yang tidak sah, (6) poligami, (7) hak dan kewajiban suami dan isteri, (8) 
nafkah, (9) perceraian, (10) 'iddah, (11) ruku', (12) hubungan anak dan orang tua, (13), pendidikan 
anak, dan (14) subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Sementara sejumlah 
negara lain memasukkan juga di dalamnya masalah warisan, seperti Undang-undang Mesir dan Undang­
undang Irak, bahkan Undang-undang Pakistan dan Undang-undang India memasukkan juga hukum 
wakaf. Dengan ungkapan lain, variasi istilah tersebut pada prinsipnya menunjukkan pembahasan yang 
sama, dengan catatan istilah Hukum Perkawinan (Marriage Law) hanya membahas persoalan-persoalan 
yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, tidak membahas waris dan waqf Lihat Tahir 
Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (Bombay: N.M. TRIPATiil PVT. LTD., 1972), 
hlm. 2; Anderson, Norman, Law Reform in the Muslim World (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 
40-42. Karena itu, tidak mengherankan kalau sejumlah penulis pun menggunakan istilah yang berbeda­
beda untuk menunjukkan pembahasan subyek yang sama. Misalnya, David Pearl dan Werner Menski, 
Esposito, dan Tahir Mahmood untuk buku pertamanya, menggunakan istilah 'Muslim Family Law', 
sementara Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, menggunakan istilah 'Islamic Marriage and 
Divorce Law', sedangkan Tahir Mahmood untuk buku kedua menggunakan istilah 'Personal Law'. Di 
sini Tahir Mahmood malah menggunakan istilah betbeda untuk kedua karyanya, dimana 'Family law' 
untuk buku pertama, dan 'Personal law' untuk buku kedua. Shaltfit menggunakan istilah 'N"izPm al­
Usratu' dalam bab pembahasan masalah yang sama. Semua karya-karya ini pada prnsipnya membahas 
masalah yang sama, yakni perkawinan dan perceraian. Dalam tulisan inipun digunakan istilah yang 
berbeda untuk menunjukkan pembahas subyek yang sama, dimana Malaysia menggunakan istilah 
'Hukum Keluarga', sementara Indonesia menggunakan istilah 'Hukum Perkawinan'. Untuk 
penyeragaman, istilah 'Hukum Perkawinan' digunakan secara konsisten, kecuali untuk kasus yang tidak 
mungkin digunakan istilah 'Hokum Perkawinan', digunakan istilah Iain, sesuai dengan kebutuhan. 

15 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (Bombay: N.M. TRIPATiil PVT. 
LTD., 1972), hlm. 17; Kiran Gupta, "Polygamy-Law Reform in Modem Muslim States: A Study in 
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Lebanon pada tahun 1919,16 juga oleh Yordania sebelum lahimya UU Keluarga 

sendiri No. 92 Tahun 1951,17 dan Syria sebelum memiliki UU Keluarga sendiri No. 

59 Tahun 1953.18 Usaha pembaruan Turki diikuti oleh Mesir dengan lahimya dua 

UU Perkawinan Mesir, yakni LawNo.25 Tahun 1920 dan Law No.20 Tahun 1929.19 

Walhasil, sampai tahun 1996 di negara-negara Timur Tengah hanya tinggal lima 

negara yang belum memperbarui Hukum Perkawinan, bahkan negara-negara ini pun 

sedang dalam proses pembuatan draft pembaruan, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, 

Qatar, Bahrain dan Oman. 20 

Adapun tujuan usaha pembaruan Hukum Perkawinan berbeda antara satu 

negara dengan negara lain, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga. 

Pertama, dan merupakan kelompok umum, negara yang bertujuan untuk unifikasi 

Hukum Perkawinan. Usaha unifikasi dilakukan karena ada sejumlah mazhab yang 

diikuti di negara bersangkutan, yang boleh jadi terdiri dari mazhab-mazhab di 

kalangan sunni, atau antara sunni dan shi'i. Bahkan untuk kasus Tunisia unifikasi 

Hukum Perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang 

Comparative law", dalam Islamic and Comparative Law Review, vol. Xii, no. 2 (Summer 1992), hlm. 
115-116; 

16 Kiran Gupta, "Polygamy-Law Reform in Modem Muslim States", hlm. l 17. 

17 J. N. D. Anderson, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle 
East", dalam International and Comparative Law Quarterly, 20 (Januari 1971), hlm. 6. 

18 J. N. D. Anderson, "The Syrian Law of Personal Status", dalam Bulletin in the School of 
Oriental and African Studies, No. 17 (1955), hlm. 34. 

19 Tahir Mahmood, Family Law Reform, hlm. 49. 

20 Emirat Arab terdiri dari tujuh emirat, yakni Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Umm 
al-Qaiwain, Dubai dan Abu Dhabi. Lima emirat pertama menggunakan Hukum Islam mazhab ~bal~ 
sementara dua terakhir menggunakan mazhab Mfiliki. Saudi Arabia dan Qatar menggunakan mazhab 
~bal~ Bahrain menggunakan mazhab Maliki dari sunni dan lthna 'Ashari dan Ja'fari dari Shi'i. Oman 
sebagian besar menggunakan mazhab 'Ibadi dari Shi'i sekaligus sebagai mazhab resmi negara, dan 
sebagian yang lain mengikuti keempat mazhab dari Sunni. Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, 
Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World (London, the Hague, Boston: Kluwer Law 
International, 1996), hlm. 4-5. 
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perbedaaan agama.21 Tujuan kedua dari usaha pembaruan Hukum Perkawinan 

Muslim adalah untuk peningkatan status wanita. Meskipun tujuan ini tidak 

disebutkan secara eksplisit, namun dapat dilihat dari sejarah munculnya, yang 

diantaranya untuk merespon tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita. UU 

Perkawinan Mesir22 dan Indonesia23 adalah contoh yang masuk dalam kelompok 

kedua ini. Tujuan ketiga adalah untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman 

karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Dapat 

dikatakan tujuan ketiga ini merupakan tujuan mayoritas dari pembaruan UU 

Perkawinan Muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara 

mencakup beberapa tujuan sekaligus. 

21 Anderson misalnya menyebut, UU Tunisia berlaku untuk semua warga Tunisia, khususnya 
setelah dicapai kesepakatan dengan Perancis pada tanggal 1 Juli 1957, termasuk Yahudi sejak tanggal 1 
Oktober 1957, kecuali untuk kasus-kasus yang belum ada aturannya dalam UU ini, berlaku Rabbinical. 
J. N. D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status", dalam International and Comparative Law 
Quarterly vol. 7 (April, 1958), him. 266. Maka usaha unifikasi ini dapat dikelompokkan rniminal 
menjadi empat kelompok. Pertama, unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa 
memandang perbedaan agama, misa!nya kasus yang berlaku di Tunisia. Kelompok kedua, unifikasi yang 
bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah Muslim, yakni antara paham sunni dan 
shi'i, dimana Iran dan Irak termasuk di dalamnya, karena di negara bersangkutan ada penduduk yang 
mengikuti kedua aliran besar tersebut. Ketiga, kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab 
dalam sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab yang bersangkutan. Keempat, unifikasi dalam 
satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut shfili'i., atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut 
unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaruan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak 
dari dan berdasar pada mazhab yang ada di negara yang bersangkutan, boleh jadi formatnya diambil dari 
pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di negara yang bersangkutan. Sekedar contoh, 
Indonesia yang penduduk Muslimnya mayoritas bermazhab Shafi'! bukan berarti format hukum 
perkawinannya sesuai dengan pandangan-pandangan imam Shfili'i dan ulama Shafi'i., tetapi boleh jadi 
malah mengambil dari pandangan mazhab Zjhiri, atau mazhab H~afi atau mazhab Mfilaki dan 
seterusnya. 

22 Ron Shaham, Family and the Courts in Modem Egypt: A Study on Decisions by the Shari 'a 
Courts 1900-1955 (Leiden: E. J. Brill, 1997), him. 9; Mahmood, Family Law Reform, him. 35-36. 

23 Hal ini dapat dilihat dari tuntutan yang muncul dari para wanita Indonesia, baik lewat 
gerakan organisasi maupun individu. Lihat Barbara N. Ramusack and Sharon Sievers, Women in Asia 
(Indianapolis: Indiana University Press, 1988), him. 100; Cora Vreede-de Stuers, "The Life ofRankayo 
Rohmah EI-Yunusia: The Fact and the Image," dalam Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Niehot; ed., 
Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions (Dordrecht: Foris Publications, 1987), him. 52, 
57; Nurlena Rifai, "Muslim Women in Indonesia's Politics: An Historical Examination of the Political 
Career of Aisyah Aminy", (Montreal: Thesis MA pada McGill University 1993), him. 32; Arso 
Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. ke 2 (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1978), him. 9. Lihat juga pembahasan di bab VII: Aplikasi dan Metode Pambaruan Perundang­
undangan. 
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Dari sisi isi, menurut penelitian Tahir Mahmood, ada tiga belas aspek dalam 

Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer yang mengalami pembaruan, yakni: 

batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, 

keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, 

pembatasan kebolehan poligami, natkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-

hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, 

hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiyat wajibah dan pengelolaan 

waqf. 24 Dari sekian subyek yang diperbarui dapat disimpulkan, bahwa Perundang-

unclangan Muslim Kontemporer25 yang sekarang berlaku di dunia Islam pada 

umumnya mengangkat status wanita ke posisi yang lebih baik clan lebih sejajar 

dengan kaum laki-laki. Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam beberapa pasal 

dari Undang-undang atau peraturan tersebut telah beranjak dari konsep tradisional 

sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih. 

Hanya saja isi Undang-undang perkawinan kontemporer tersebut tidak 

mendapat sambutan positif dari mayoritas kaum muslimin. Terbukti, berdasar 

sejumlah penelitian, aturan Perundang-undangan Perkawinan belum dijadikan 

sebagai nilai yuridis, filosofis clan sosiologis mayoritas Muslim, termasuk di 

dalamnya Muslim Indonesia clan Malaysia. Aturan Perundang-unclangan Perkawinan 

24 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Times Press, 1987), him. 
11-12. 

25 Penyebutan kontemporer dalam tulisan ini tidak dihubungkan dengan toeri yang menyebut 
bahwa masa kontemporer dimulai tahun 1%7, penggalan waktu munculnya kesadaran di kalangan 
orang Arab tentang kelemahan mereka setelah Israel (Y ahudi), yang jumlahnya sangat kecil dapat 
mengalahkan negara Arab. Maksud kontemporer dalam tulisan ini hanya untuk menunjukkan masa 
sekarang, dan ini juga yang dimaksud pada judul. Maka dengan menyebut UU Kontemporer sama 
artinya dengan UU yang berlaku sekarang. Lebih jauh tentang teori ini lihat A Luthfi Assyaukanie, 
"Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Konternporer", dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, vol. 
1, no. 1, Juli- Desember 1998), him. 61-63. 
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hanya dijadikan nilai pelengkap setelah konsep kitab-kitab fikih tradisional.26 

Adapun yang menjadi penyebab adanya respon negatif tersebut ada beberapa, di 

antaranya adalah, karena isi Undang-undang Perkawinan tersebut tidak sejalan, 

bahkan bertentangan dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas Muslim. 

Padahal di antara syarat agar aturan hukum diikuti masyarakat adalah yang sesuai 

dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang dimiliki masyarakat 

bersangkutan. 27 Norma yang sudah mapan dan menjadi filsafat hidup yang berlaku 

dalam masyarakat Muslim adalah nilai yang tercantum dalam kitab-kitab fikih 

tradisional, khususnya dari mazhab Shafi'i untuk Muslim Indonesia dan Malaysia, 

dan dalam banyak kasus Hukum Adat. Bahkan konsep-konsep fikih umumnya 

dipercaya sebagai shari'at yang wajib dipatuhi, sementara konsep atau nilai di luar 

fikih dianggap nonna atau aturan atau hukum yang tidak wajib dipatuhi. 28 Alasan ini 

juga yang menjadi penyebab sebagian kaum wanita tidak mematuhi isi Perundang-

undangan Perkawinan meskipun isinya memberikan nilai yang lebih adil dan sejajar 

dengan kaum laki-laki dibandingkan dengan konsep yang ada dalam kitab-kitab fikih 

tradoisional. 

Namun demikian, penting juga dicatat bahwa banyak wanita yang tidak 

mematuhi isi Perundang-undangan Perkawinan disebabkan kurang mengetahui, 

26 Data lebih lengkap tentang aplikasi isi Perundang-undangan Perkawinan di lapangan dapat 
dilihat lebih lanjut pada bab VII, sub-bab Aplikasi Perundang-undangan. 

27 Seorjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali, 1982), him. 13. 

28 Padahal pada hakekatnya konsep fikih tradisional adalah produk pemikiran hukum Islam, 
sama nilainya dengan produk-produk pemikiran hukum Islam lain, seperti Fatwa, Jurisprudensi, 
Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dapat disebut isi Perundang-undangan lebih 
otoritatif daripada isi kitab-kitab fikih, sebab isi Perundang-undangan ditinjau dari berbagai segi 
keilmuan, sosiologis, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sejarah clan lainnya. Sementara konsep fikih 
pada umumnya hanya ditinjau dari norma agama murni, paling jauh, dalam hal-hal tertentu ditinjau dari 
nilai sosiologis, sejarah, dan semantik. 
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bahkan tidak mengetahui isinya sama sekali. Karena itu, kekurangpahaman 1s1 

Undang-undang Perkawinan dapat juga menjadi sebab tidak diterimanya Undang­

undang Perkawinan tersebut. Kemungkinan alasan lain dari adanya respon negatif 

terhadap Undang-undang Perkawinan Kontemporer adalah karena tidak sesuai 

dengan sistem sosial yang sudah mapan, bahkan menggoyang struktur dan sistem 

status quo. Sebab isi Undang-undang Perkawinan menggugat hak istimewa 

(privilege) yang dimiliki dan sedang dinikmati selama ini, khususnya oleh kaum laki­

laki. 29 Padahal mayoritas pendidik, pelaku dan praktisi hukum, seperti guru, ustadz, 

dan hakim misalnya, adalah laki-laki. Dengan demikian, fenomena sosial, seperti 

praktek poligami yang tidak bertanggung jawab oleh sebagian masyarakat, 

perkawinan paksa, dan talak semena-mena, dilakukan karena diyakini sesuai dengan 

konsep kitab-kitab fikih tradisional, sebab konsep Shafi 'iyah sebagai mazhab yang 

dianut mayoritas Muslim Indonesia dan Malaysia, mengakui adanya hak ijbar (hak 

memaksa) wali, dan talak semena-mena suami. Sejalan dengan adanya aturan bahwa 

perkawinan dan perceraian harus di pengadilan, bahwa untuk poligami harus dengan 

persetujuan isteri/isteri-isteri dan hakim, sekelompok orang melakukan nikah siri. 

Tujuan praktek ini adalah untuk menghindar dari aturan Perundang-undangan 

Perkawinan yang berlaku. 

Bersamaan dengan itu, sejumlah penelitian telah dilakukan para ahli di negara­

negara yang telah melakukan pembaruan Hukum Perkawinan tersebut, baik 

penelitian yang menekankan pada aspek perbandingan antara konsep tradisional ke 

komtemporer, antara satu negara dengan negara lain maupun studi yang menekankan 

pada analisis status wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan yang baru 

29 Mansour Fakih, Analisis Gender & Tranformasi Sosial (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 
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tersebut. Adapun nama-mana yang telah melakukan penelitian dalam bidang Hukum 

Perkawinan Muslim Kontemporer di antaranya adalah J. N. D. Anderson,30 Noel J. 

Coulson,31 Tahir Mahmood,32 Majid Khadduri,33 Fazlur Rahman,34 John L. 

Esposito, 35 Rubya Mehdi, 36 Dawood El Alami, 37 dan David Pearl. 38 

Penting pula dicatat bahwa munculnya usaha pembaruan Perundang-undangan 

Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer erat hubungannya dengan munculnya 

him. 5-6. 

30 J N. D. Anderson, "The Problem of Divorce in the Shari'a Law of Islam: Measures of 
Reform in Modern Egypt", dalam Royal Central Asian Society, No. 37 (1950), hlm. 169-185; idem., 
"Recent Development in Shari'a Law II: Matters of Competence, Organization and Procedure", dalam 
The Muslim World, 41 (1951), him. 34-48; idem., "Recent Development in Shari'a Law III: The 
Contract of Marriage'', dalam The Muslim World, 41 (1951), hlm. 113-126; idem., "Recent 
Development in Shari'a Law IV: Further Points Concerning Marriage", dalam The Muslim World, 41 
(1951), hlm. 186-198; idem., "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage", 
dalam The Muslim World, 41 (1951), hlm. 271-288; idem., "Recent Development in Shari'a Law VIII: 
The Yordanian Law ·of Family Rights, 1951", dalam The Muslim World, 42 (1952), hlm. 190-206; 
Idem., "The Syrian Law of Personal Status", dalam Bulletin in the School of Oriental and African 
Studies, No. 17 (1955), him. 34-49; idem., "Reforms in Family Law in Marocco'', dalam Journal of 
African Law, No. 2 (1958) him. 146-159; idem., "The Tunisian Law of Personal Status", dalam 
International and Comparative Law Quarterly 7 (April, 1958), hlm. 262-279; idem., ''The Significant 
oflslamic Law in the World Today", dalam The American Journal of Comparative Law, vol. 9 (1960), 
hlm. 187-198; idem., "A Law of Personal Status for Iraq" dala.-n the International a11d Comparative 
Law Quarterly (Oktober 1960); idem., "Changes in the Law of Personal Status in Iraq", dalam the 
International and Comparative Law Quarterly (Juli 1963); idem., "Modern Trends in Islam: Legal 
Reform and Modernization in the Middle East", dalam International and Comparative Law Quarterly, 
20 (Jan. 1971), hL-n. 3-21; idem., "Reforms in Islamic Law in Iran", dalam Iqbal Review, vol. 12, no. 3 
(1971); idem., Islamic Law in the Modem World (New York: New York University Press, 1959); dan 
idem., Law Reform in the Muslim World(London: The Athlone Press, 1976). 

31 Noel J. Coulson, "Reform of Family Law in Pakistan", dalam Studia Islamica, No. 7 (1957), 
him. 135-155. 

32 Mahmood, Family Law Reform; idem., Personal Law. 

33 Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoirtts", dalam The 
American Journal of Comparative Law, No. 26 (1978), hlm. 213-218. 

34 Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", dalam International 
Journal of Middle East Studies, 11 (1980), him. 451-465. 

35 John L Esposito, Women in Muslim Family Law (Syracuse: Syracuse University Press, 
1982). 

36 Rubya Mehdi, The Islamizatio11 of the Law in Pakistan (Surrey: Curzon Press Ltd., 1994). 

37 Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, seperti 
dicatat sebelumnya. 

38 David Pearl dan Werner Menski, Muslim Family Law, edisi ke-3." (London: Sweet & 
Maxwell, 1998). 
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sejumlah pemikiran atau usulan tentang mscaya atau dibutuhkannya usaha 

pembaruan Hukum Perkawinan Muslim, seperti pembaruan terhadap konsep 

poligami, peran wali dan kebebasan mempelai wanita dalam perkawinan, hak isteri 

yang ditalak dan hak waris wanita, dan perceraian. Sayyid Ameer Ali (1849-1928), 

Muhammad 'Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), Mus~fii al-Maraghi 

(1881-1945), T~r al-Haddad (1899-1935), Fazlur Rahman (1919-1988), Asghar Ali 

Engiineer (1939-... ), Fatima Memissi (1941-... ), Amina Wadud Muhsin (1952-... ) 

dan Riffat Hassan, adalah diantara nama-nama cendikiawan/intelektual39 yang 

menekankan pentingnya pembaruan Hukum Perkawinan Muslim tersebut.40 

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di Asia Tenggara yang telah 

melakukan pembaruan Hukum Perkawinan. Meskipun relatif terlambat melakukan 

pembaruan Hukum Perkawinan apabila dibandingkan dengan negara-negara Muslim 

lain, seperti Turki, Mesir, Tunisia, Maroko, Syria, Irak dan lainnya, Indonesia dan 

39 Penyebutan cendekiawan/intelektual/pemikir dalam tulisan ini adalah para pemikir yang 
memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah-masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Dengan 
demikian penyebutan cendikiawan/intelektual/pemikir dalam tulisan ini tidak perlu dihubungkan dengan 
definisi dan syarat-syarat tertentu. Sebagai tambahan, panggilan filsuf (philosopher), pemikir (thinker), 
sarjana (scholar), dan intelektual, dalam prakteknya merujuk pada figur terpelajar (learned man), 
meskipun ada juga sarjana yang membedakannya. Lebih jauh tentang perbedaan penggunaan istilah ini 
lihat Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", him. 58-60. 

40 Sayyed Ameer Ali misalnya cukup ketat membolehkan poligami. Baginya kebolehan poligami 
hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Lihat bukunya The Spirit of Islam a History of Evolution and 
Ideals of Islam With a Life of the Prophet (Delhi: Jayyed of Press, 1922), khususnya bab V, 'The 
Status of Women in Islam," him. 222-257. Demikian juga 'Abduh memperketat kebolehan poligami. 
Lihat pandangannya sekitar poligarni, misalnya ketika membahas surah al-Nisa' (4): 3 dan 129, dalam 
Tafsir al-Manor. Sejalan dengan itu, lihat juga usaha Qasim Amin memperjuangkan pentingnya 
pendidikan bagi kaum Hawa. Lihat bukunya al-Mar 'ah al-Jadidah atau Tahrir al-Mar 'ah. Sedang 
contoh pemikiran al-Maraghl lihat dalam tafsirnya al-Martighi, baik ketika membahas ayat al-Nisa' 
(4):3 dan 129, maupun konsepnya tentang kepemimpinan wanita. Must~ al-Maraghl, Tajsir al­
Martighi (Mesir: Must~ra al-Babi al-H,!llabi, 1382/1963), khususnya Juz IV dan V. Hubungannya 
dengan Pemikiran al-Haddad lihat misalnya /mra 'atunti fl al-Shari'ah wa al-Mujtama '. Konsep 
Rahman tentang poligami lihat tulisan Fazlur Rahman, "A Survey'', him. 451-452, dan tulisan lainnya. 

Adapun pemikiran Asghar Ali Engineer misalnya dapat dilihat karyanya, The Rights of Women in Islam, 

Problems of Muslim Women in India, dan Status of Women in Islam. Pikiran Mernissi misalnya lihat 
Women and Islam dan The Veil and the Male Elite. Untuk Amina Wadud misalnya lihat Qur'an and 
Woman. Sementara Riffat Hassan, lihat misalnya Riffat Hasan, "Women in the Context of Marriage, 
Divorce and polygamy in Islam", Kumpulan Makalah; Riffat Hassan, dan Fatima Mernisi, Setaro di 
Hadapan Allah, terj. Tim LSPPA, cet. 2. (Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan 
Anak (LSPPA), 1996) 
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Malaysia masih lebih maju daripacla negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti 

Philipina, Singapura, Brunei Darussalam clan Thailand. Menariknya, meskipun 

Indonesia clan Malaysia adalah dua negara tetangga clan mempunyai budaya yang 

hampir sama, clalam hal-hal tertentu, isi Perunclang-unclangan Indonesia berbeda 

dengan Malaysia, bahkan ditemukan perbedaan isi perundang-undang keluarga antara 

satu negara bagian dengan negara bagian lain yang acla di Malaysia. 4 I 

Dari sekian penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang pembaruan Hukum 

Perkawinan Muslim Kontemporer, sangat sedikit diantaranya yang menjadikan 

Indonesia clan Malaysia sebagai obyek studi. Tahir Mahmood adalah satu-satunya 

peneliti yang memberikan pembahasan yang sama dengan negara-negara lain ketika 

berbicara tentang pembaruan Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer. Bersamaan 

dengan itu, Fazlur Rahman mengambil Indonesia sebagai obyek studi dan 

membandingkannya dengan Mesir clan Pakistan, tetapi' tidak memasukkan Malaysia. 

Sebaliknya, Anderson yang hampir seluruh studinya, clan jumlahnya cukup banyak, 

membahas Hukum Keluarga Muslim Kontemporer, hanya menyinggung Indonesia 

clan Malaysia ketika berbicara tentang sejarah (latar belakang) pembaruan Hukum 

Perkawinan Muslim. Itupun bukan membahas usaha pembaruan yang dilakukan di 

dua negara tersebut, hanya menyebut di dua negara tersebut terjadi percampuran 

hukum adat clan Islam, 42 serta mempunyai penduduk mayoritas Muslim. 43 Studi yang 

41 Sekedar contoh yang paling menonjol adalah, di samping mempunyai Undang-undang 
Keluarga Federal (Wilayah Persekutuan), Malaysia juga mempunyai Undang-undang masing-masing 
negara bagian. Isi Undang-undang masing-masing ini dalam hal-hal tertentu cukup berbeda. Misalnya, 
dalam kasus pencatatan perkawinan, secara umum, setiap perkawinan harus dicatatkan di setiap negara 
bagian. Dalam rinciannya, di Kedah, Kelantan dan Wilayah Persekutuan, pencatatan tidak menjadi 
ukuran sah atau tidaknya perkawinan, dan tidak disebut adanya hukuman bagi orang yang tidak 
mendaftarkannya. Sementara di Pahang, meskipun bukan syarat sah, tetapi bagi pasangan yang tidak 
mendaftarkan dapat dihukum denda maksimal 100 ringgit. Lebih dari itu, di Sarawak, denda bagi yang 
melanggar tidak lebih dari 500 ringgit, atau hukuman penjara maksimal 3 bulan. Lihat Mahmood Zuhdi 
Hj. Abdul Majid dan Raihanah Hj. Azahari, Undang-Undang Keluarga Islam; Konsep dan 
Pelaksanaannya di Malaysia, cet. 1 (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), him. 96-99. 

42 Anderson, Law Reform, him. 11 dan 26. 

43 J. N. D. "The Significant oflslamic Law in the World Today", dalam The American Journal 
ofCbmparative Law, vol. 9 (1960), him. 187. 
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mengkhususkan perbandingan Indonesia dan Malaysia hanya Lili Rasjidi dan Gavin 

W. Jones. Kalau studi Rasyidi menekankan pada empat hal, yakni syarat-syarat sah 

perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan, hak dan 

kewajiban orang tua terhadap anak, dan perceraian, maka studi Jones menekankan 

dua hal, yakni poligami dan perceraian. Dengan ungkapan lain, berdasar fakta 

tersebut betapa minimnya kajian yang dilakukan para ahli terhadap Hukum Keluarga 

Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, tampak bahwa meskipun 

Indonesia dan Malaysia telah melakukan pembaruan Hukum Perkawinan Muslim 

seperti yang dilakukan umumnya negara-negara Muslim lain di dunia, usaha tersebut 

tidak banyak diketahui karena minimnya studi yang dilakukan. Dengan demikian 

tidak berlebihan kalau disebut betapa pentingnya studi tentang Hukum Perkawinan 

Muslim Indonesia dan Malaysia untuk mengetahui posisi kedua negara Asia 

Tenggara ini di tengah Hukum Perkawinan Muslim Kontemporer dunia Muslim 

lainnya, dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana kedua negara ini menempatkan 

posisi wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan dibandingkan dengan apa yang 

umumnya termuat dalam kitab-kitab fikih tradisional. Maka studi ini berusaha 

mengisi kekosongan tersebut. 

Dari latar belakang masalah tersebut, tampak pula betapa banyak subyek dalam 

perkawinan dan perceraian yang mengalami pembaruan dan pergeseran dari konsep 

tradisional, yakni sebanyak sepuluh aspek. Sadar betapa luas dan banyaknya unsur 

pembaruan hukum keluarga yang masuk dalam pembahasan perkawinan dan 

perceraian, studi ini membatasi pada empat aspek, yakni poligami, peran wali dan 
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kebebasan mempelai wanita menentukan pilihan, pencatatan perkawinan, dan proses 

perceraian. Dengan demikian, pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adalah 

bagaimana status wanita dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia 

dibandingkan dengan konsep-konsep yang dirumuskan dalam kitab-kitab fikih 

tradisional, dengan cara menganalisa keberanjakan dari konsep tradisional ke 

kontemporer dalam bidang: (1) kebolehan melakukan poligami; (2) peran wali dan 

kebebasan mempelai wanita menentukan pilihan; (3) pencatatan perkawinan; dan (4) 

proses perceraian. Kalau diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, pokok masalah yang 

ingin dibahas adalah: Bagaimanakah status wanita dalam Perundang-undangan 

Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia apabila dibandingkan dengan teori yang 

ada dalam kitab-kitab fikih tradisional, dalam masalah: (1) kebolehan melakukan 

poligami; (2) peran wali dan kebebasan mempelai wanita menentukan pilihan; (3) 

pencatatan perkawinan; dan ( 4) proses perceraian? Dipilihnya kitab-kitab fikih 

tradisional sebagai kajian dalam tulisan ini, sebab karya ini lebih dikenal secara luas 

dan telah lama menjadi landasan hidup masyarakat Muslim dibandingkan dengan 

produk pemikiran hukum Islam lainnya.44 Lebth dari itu, konsep fikih tradisional ini 

juga yang dijadikan dasar melakukan poligami, praktek nikah paksa dan talak 

sepihak semena-mena oleh suami di Indonesia dan Malaysia. 

Pembahasan disertasi ini dibatasi hanya pada empat subyek, 45 karena 

didasarkan pada fenomena masyarakat Indonesia dan Malaysia yang banyak 

44 Produk pemikiran hukum Islam di luar (1) Perundang-undangan dan (2) kitab fikih dimaksud 
adalah: (3) keputusan-keputusan peradilan agama (jurisprudensi), (4) fatwa ulama/mufti, clan (5) 
Kompilasi Hukum Islam. 

45 lni berarti tidak masuk pembahasan tentang peran wanita, subordinasi dan marginalisasi 
terhadap wanita, ketidakadilan terhadap wanita, jilbab dan isu-isu lain yang berhubungan dengan wanita 
yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. 
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melakukan poligami yang tidak ber:tanggung jawab, praktek kawin paksa, talak 

semena-mena, dan perkawinan nikah siri. Dengan harapan, bahwa dengan 

disajikannya pembahasan yang lengkap tentang masalah-masalah tersebut ada 

pemahaman yang lebih utuh tentang poligami, peran wali dan kebebasan wanita 

menentukan pasangan dan perkawinannya, konsep perceraian dan manfaat di balik 

adanya aturan keharusan pencatatan perkawinan. 

C. Telaah Pustaka 

Sudah cukup banyak studi dilakukan sekitar bagaimana bentuk keberanjakan 

dari konsep tradisional ke teori kontemporer dalam bidang Hukum perkawinan dan 

perceraian. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok. 

Pertama, karya yang mengupas bagaimana konsep keberanjakan dari konvensinal ke 

kontemporer secara umum di negara-negara yang memiliki Hukum Perkawinan dan 

Perceraian, dan di dalamnya tidak dibahas secara khusus Indonesia dan Malaysia. 

Boleh jadi studi dimaksud membahas sejumlah masalah yang berhubungan dengan 

perkawinan dan perceraian, atau dapat juga hanya membatasi pada beberapa atau 

bahkan salah satu subyek tertentu. Kedua, karya yang membandingkan sej umlah atau 

beberapa negara yang di dalamnya secara khusus dibahas baik Indonesia dan/atau 

Malaysia. Ketiga, karya yang membahas masalah perkawinan dan/atau perceraian 

dengan membandingkan dua atau tiga negara, yang di dalamnya tidak dibahas 

Indonesia dan Malaysia secara khusus. Keempat, tulisan yang membahas salah satu 

negara di luar Indonesia dan Malaysia. Kelima, studi yang mengkaji Asia Tenggara. 

Keenam, studi yang membandingkan Indonesia dan Malaysia. Ketujuh, studi yang 

membahas salah satu Indonesia atau Malaysia Kedelapan, tulisan yang mengupas 

beberapa negara bagian Malaysia. Kesembilan, studi yang menjelaskan tentang salah 

satu negara bagian Malaysia. Kesepuluh, karya yang membahas salah satu atau dua 
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subyek tertentu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, baik 

dihubungkan dengan salah satu atau beberapa negara atau tidak. 

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kategori-

kategori tersebut dan menurut urutan tahun publikasi.46 Studi-studi yang masuk 

kelompok pertama, mengupas bagaimana konsep keberanjakan dari konvensional ke 

kontemporer secara umum di negara-negara yang memiliki Hukum Perkawinan dan 

Perceraian, yang di dalamnya tidak dibahas secara khusus Indonesia dan Malaysia, 

diantaranya adalah karya Anderson yang berbicara tentang sejarah munculnya 

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer. Dalam bukunya yang 

berjudul Islamic Law in the Modern World (diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, dengan judul Hukum Islam di Dunia Moderen ), ditulis sejarah awal 

muncul dan sedikit perkembangan Perundang-undangan Hukum Keluarga 

Kontemporer di dunia Islam. Secara formal berupa Undang-undang, menurutnya, 

Hukum Keluarga Muslim muncul tahun 1917, dengan lahimya Undang-undang Hak-

hak Keluarga (the Ottoman Law of Family Rightsj yang dikeluarkan pemerintah 

Turki. 47 Dalam buku ini digambarkan secara um um bagaimana sejarah munculnya 

Perundang-undangan Keluarga yang dimulai dari Turki, Mesir, Syria, Tunisia, 

Maroko, Lebanon, Libya dan Irak. Sepintas, dalam satu bah kecil digambarkan juga 

46 Untuk beberapa karya yang ditulis oleh seorang penulis dan membahas kategori yang sama, 
akan dituliskan karya penulis tersebut sampai habis meskipun ada studi dari penulis lain yang 
dipublikasikan diantara beberapa karya sang penulis tersebut. Misalnya, Anderson mempublikasikan 
karyanya tentang Mesir, Tunisia, Maroko, Yordania, dan Syria sejak tahun 1950 sampai dengan 1958, 
sementara di antara masa itu ada terbit karya lain, yakni tulisan Coulson tahun 1957. Karya Coulson 
tersebut akan ditempatkan setelah pembahasan studi Anderson selesai. 

47 J. N. D. Anderson, Hu/cum Islam di Dunia Moderen, terj. Machnun Husein (Surabaya: 
Amarpress, 1990), him. 27. Buku aslinya diterbitkan tahun 1959 oleh New York University, dan 
merupakan hasil kuliahnya di Universitas tersebut. 
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bagaimana bentuk keberanjakan dari konsep tradisional ke kontemporer tersebut di 

bidang perkawinan dan perceraian.48 

Demikian j~ga karya Anderson, Law Reform in the Muslim World, 49 yang 

merupakan penyempurnaan terhadap karya sebelumnya, Islamic Law of the A4odern 

World, secara urn um membahas em pat hal pokok, yakni (I) latar belakang dan 

tuntutan pembaruan Hukum Keluarga; (2) filsafat dan metode pembaruan Hukum 

Keluarga; (3) hasil-hasil pembaruan Hukum ~eluarga; dan (4) masalah-masalah dan 

prospek Hukum Keluarga di masa mendatang. 50 

Penelitian yang hampir sama dengan Anderson, di bidang Hukum Perkawinan 

(Marriage Law) juga dilakukan Majid Khadduri. Di samping hanya membatasi obyek 

di bidang perkawinan, bahkan hanya di bidang poligami, penelitian ini juga 

membatasi negara yang dijadikan lapangan, yakni hanya Turki, Mesir, Syria, Tunisia 

dan Irak. Hasil penelitiannya menunjukkan, di negara-negara tersebut, kebolehan 

melakukan poligami diperketat. Hanya Turki (Undang-undang Tahun 1926) dan 

Tunisia (Undang-Undang Tahun 1956) yang melarang poligami secara mutlak. 

Awalnya, UU lrak tahun 1959 melarang poligami, tetapi Undang-undang Keluarga 

Irak Tahun 1963 menghapuskan larangan poligami yang ada dalam Undang-undang 

sebelumnya. Dalam penelitian ini ada sedikit disinggung kesamaan hak suami dan 

48 Ibid., him. 41-63. 

49 Seperti dicatat sebelumnya diterbitkan di London oleh The Athlone Press, pada tahun 1976. 

50 Sebenamya masih ada tulisan lain dari Anderson yang masuk kelompc)k ini, yakni Islamic 
law in Africa, bub yang diterbitkan tahun 1954. Buku tersebut tidak dicantumkan dalam tulisan ini 

sebab bukunya tida.k ditemukan. 
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isteri dalam perceraian di Tunisia. Demikian juga disinggung adanya kesamaan hak 

waris antara anak pria dan wanita di Irak, yang didasarkan pada UU Tahun 1959.51 

Buku berjudul Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World yang 

ditulis Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe52 adalah karya lain di kelompok 

pertama. Karya ini memuat teks Perundang-undangan Hukum Keluarga sejumlah 

negara, baik yang belum dikodifikasi, seperti Saudi Arabia, Emirat Arab, Qatar, 

Bahrain dan Oman maupun yang sudah dikodifikasi, yakni Aljazair, Mesir, Irak, 

Jordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Syria, Tunisia dan Yaman. Di antara 

kelebihan buku ini dibandingkan dengan teks yang ada dalam buku Tahir Mahmood, 

yaitu bahwa teks Undang-undang Yaman yang ada dalam buku ini adalah teks setelah 

Yaman Selatan dan Utara kembali bersatu dengan nama Republik Yaman, yakni teks 

Undang-undang No. 20 Tahun 1992. 

Buku Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (1972) dan 

Personal Law in Islamic Countries (1987), yang kemudian buku kedua ini direvisi 

tahun 1995, dengan judul Statutes of Personal Law in Islamic Countries: History, 

Texts and Analysis,53 termasuk karya di kelompok kedua, yaitu karya yang 

menjelaskan sejumlah atau beberapa negara dan di dalamnya secara khusus dibahas 

Indonesia dan/atau Malaysia. Buku pertama menyediakan teks Undang-undang secara 

lengkap dari seluruh negara yang memiliki Undang-undang Keluarga Muslim 

kontemporer, baik di negara-negara Timur Tengah maupun di Iuamya, seperti 

Pakistan, Malaysia, Indonesia, Afghanistan, Bangladesh, Brunai Darussalam, Turki, 

Iran dan Somalia, sedangkan buku kedua menyajikan teks yang dinilai memiliki 

konsep keberanjakan dibandingkan dengan konsep tradisional. Buku pertama pada 

bagian pendahuluan hanya menyajikan secara singkat kategorisasi negara-negara 

51 Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoints", dalam The 
AmericanJourna/ofComparative Law, No. 26 (1978), him. 213-218. 

52 London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996. 

53 (New Delhi: ALR, 1995). 
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yang memiliki Hukum Keluarga Muslim54 clan metode pembaruan, sedangkan buku 

kedua menyajikan secara singkat perkembangan Perundang-undangan yang berlaku. 

Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

masing-masing Undang-undang sejak diundangkan sampai buku ini ditulis. Di 

samping itu, pada buku kedua, sebelum membahas materi Perundang-undangan, 

secara singkat diuraikan kehidupan sosio-kultural dan mazhab fikih yang diikuti 

masing-masing negara. Tetapi buku kedua ini sama-sama tidak memberikan uraian 

panjang sekitar konsep fikih dan tafsir tradisional. Sehingga orang yang ingin 

memahami hubungan dan perbedaan konsep fikih dan tafsir tradisional dengan 

konsep kontemporer tentang Hukum Keluarga, akan mengalami kesulitan. 

Karya lain yang masuk kelompok kedua adalah tulisan Fazlur Rahman, yang 

membahas Tunisia, Mesir, Pakistan dan Indonesia. Fazlur Rahman meneliti 

perbedaan konsep tradisional dan modern dalam tiga bidang umum, yakni 

perkawinan, perceraian, dan warisan. Dalam bidang perkawinan, misalnya 

keberanjakan yang ditemukan dari konsep tradisional ke kontemporer adalah 

semakin dibatasinya kebolehan poligami dan adanya aturan tentang umur minimal 

boleh kawin. Dalam perceraian, adanya kesamaan hak antara suami dan isteri dalam 

perceraian, adanya keharusan melakukan perceraian di pengadilan, adanya perubahan 

konsep tentang masa 'iddah. Dalam pembahasan ini Rahman mengambil obyek 

Undang-undang Tunisia Tahun 1956, Undang-undang Mesir 20 Juni 1979, Undang­

undang Pakistan Tahun 1961 dan Undang-undang Perkawinan Indonesia Tahun 

1974_55 

Tulisan yang masuk kelompok ketiga, yang membahas masalah perkawinan 

dan/atau perceraian dengan membandingkan dua atau tiga negara, dan di dalamnya 

54 Kategori dimaksud adalah ada negara yang masih tetap memperlakukan konsep tradisional 
tanpa melakukan pembaruan, ada sejumlah negara dan jumlahnya mayoritas yang telah melakukan 
pembaruan sesuai dengan spirit Islam, dan ada negara yang memperbarui dengan cara mengadopsi 
konsep legislasi modern, seperti UU Turki Tahun 1926. 

55 Fazlur Rahman, "A Survey", him. 451-465. 
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tidak dibahas Indonesia dan Malaysia secara khusus, diantaranya adalah karya 

Anderson, dengan judul "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of 

Marriage".56 Tulisan ini membahas masalah perceraian secara umum, dengan 

membandingkan UU Turki dan Mesir. Salah satu penemuan tulisan ini adalah bahwa 

cakupan UU Perkawinan Mesir lebih luas daripada UU Turki. 

Karya lain di kelompok ketiga adalah buku yang berjudul Women in Muslim 

Family Law. Karya yang ditulis Esposito ini mengupas perbedaan konsep tradisional 

dengan konsep kontemporer sekitar status wanita dalam Undang-undang Perkawinan. 

Buku ini hanya membicarakan Perundang-undangan Perkawinan di dua negara, yakni 

Mesir dan Pakistan. Di samping digambarkan bentuk perubahan-perubahan 

pemikiran dalam Perundang-undangan yang ada di dua negara tersebut, penulis juga 

menganalisa latar belakang dan metode pemikiran pembaruan. Menurut Esposito, 

adanya pembaruan dalam bidang Undang-undang Perkawinan disebabkan adanya 

perubahan sosial, yang pada gilirannya memunculkan kebutuhan dan tuntutan baru, 

sesuai dengan perbedaan tuntutan dan kebutuhan. 57 

Buku lain di kelompok ketiga adalah tulisan al-Siba'i, yang berjudul al-Mar 'ah 

Baina al-Fiqh wa al-Qur 'lin. Dalam tulisan ini dibicarakan perbandingan konsep 

tradisional dengan konsep kontemporer sekitar status wanita. Buku ini berusaha 

memberikan gambaran yang jelas sekitar perbedaan, dan dalam hal-hal tertentu 

( sangat terbatas) mencoba membandingkan antara konsep fikih tradisional dengan 

Perundang-undangan yang berlaku sekarang. Misalnya, ketika membahas poligami, 

konsep tradisional dibandingkan dengan Perundang-undangan Perkawinan Mesir, 

Tunisia dan Pakistan. Tetapi secara umum, buku ini tidak memberikan gambaran 

56 Dalam 1he Muslim World, 41 (1951), hlm. 271-288. 

57 John L. Esposito, Women in Muslim Family Law (Syracuse: Syracuse University Press), 
1982 
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perbandingan yang memadai, karena hanya dalam lingkup yang sangat umum dari 

teori-teori kontemporer. 58 

Karya M. Hashim Kainali yang mengkaji konsep para mufassir tentang 

perceraian, juga termasuk kelompok ketiga. Dalam kajian yang didasarkan pada al-

Baqarah (2):228, Kamali mencoba menghubungkan dengan konsep umum al-Qur'an 

yang sangat menghargai hak asasi manusia. Dalam tulisan yang berjudul "Divorce 

and Women's Rights: Some Muslim Interpretations of S.2:228", Kamali 

mengungkapkan pendapat sejumlah ahli tafsir, mulai dari mufassir tradisional, seperti 

al-T~bari, al-Zamakhshari., al-Qurtµbi, al-Razi sampai para mufassir modem seperti 

Rashid Ridfl, Muswfii al-Maraghi, Sayyid Qutub dan Mah111ild Shaltilt. Konsep 

mufassir ini kemudian dipantulkan dengan Perundang-undangan Modem, dengan 

mengambil sampel Undang-undang Keluarga Syria dan Pakistan. Pengambilan 

sampel ini, barangkali didasarkan pada pertimbangan, bahwa Syria termasuk salah 

satu negara di Timur Tengah yang relatif lebih awal melakukan pembaruan di bidang 

hukum keluarga, demikianjuga Pakistan di luar negara-negara Timur Tengah.59 

Masih masuk kelompok ketiga adalah karya David Pearl yang ditulis bersama 

Werner Menski.60 Karya yang dikonsentrasikan .pada negara-negara Asia Selatan, 

yakni Pakistan, India dan Bangladesh ini, membahas di bidang ( 1) kebebasan 

mempelai dan peran wali nikah; (2) hak-hak suami dan isteri; (3) poligami; (4) 

perceraian; (5) pemeliharaan anak (hadanah); dan (6) warisan. Bahkan dalam karya 

ini juga dijelaskan tentang aplikasinya di lapangan, yang menurut mereka, UU belum 

58 Mus~~ al-Siba'i, al-Mar 'ah Baina al-Fiqh wa al-Qur 'tin, cet. 6, (Beirut: al-Maktab al­
lslami, 1404/1984). 

59 M. Hashim Kamali, "Divorce and Women's Right: Some Interpretations of S. 2:228", dalam 
The Muslim World, Vol. 74 (1984), him. 85-99. 

60 David Pearl dan Werner Menski, Muslim Family Law, edisi ke-3. (London: Sweet & 
Maxwell, 1998). 
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berlaku secara efektif Lebih menariknya, karya ini juga membandingkan dengan 

sistem perkawinan dan perceraian Inggris, serta apa masalah yang muncul dan 

dihadapi Muslim dari ketiga negara tersebut yang berimigran ke Inggris ketika 

berhadapan dengan Un'!ang-undang Inggris. 

Studi yang masuk kelompok keempat, tulisan yang membahas salah satu negara 

di luar Indonesia dan Malaysia, adalah sejumlah hasil penelitian Anderson di 

sejumlah negara Muslim, yakni Mesir, Tunisia, Maroko, Yordania, Syria, Iran dan 

Irak. Dalam karyanya yang berjudul "The Problem of Divorce in the Shari'a Law of 

Islam: Measures of Reform in Modem Egypt", Anderson menulis hasil penelitiannya 

tentang pembaruan Perundang-undangan Perkawinan Mesir di bidang perceraian. 

Hasil penelitiannya menunjukkan, Perundang-undangan Mesir memberikan hak yang 

sama antara suarni dan isteri dalarn perceraian. Dalam tulisan ini dibandingkan antara 

konsep fikih tradisional dengan Perundang-undangan yang ada, yakni Undang-

undang No.25 Tahun 1920, dan Undang-undang No.25 Tahun 1929.61 

Hasil penelitian yang lebih umum tentang Hukum Keluarga di Syria ditulis 

Anderson dalam artikelnya yang berjudul "The Syrian Law of Personal Status'. 

Dalam tulisan ini disajikan bentuk-bentuk perubahan teori kontemporer sekitar 

Hukum Perkawinan dan sumber pengambilannya. Di antaranya yang paling menonjol 

adanya usaha pembatasan melakukan poligami, aturan batas umur minimal boleh 

kawin, keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian, serta perceraian yang 

terjadi hanya di pengadilan. Adapun faktor yang mengilhami pembaruan Hukum 

Perkawinan Syria adalah Hukum Keluarga Turki, Hukum Perkawinan Mesir, 

61 J. N. D. Anderson, "The Problem of Divorce in the Shari'a Law of Islam: Measures of 
Reform in Modem Egypt", dalamRoyal Central Asian Society, No. 37 (1950), him. 169-185. 
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ketetapan-ketetapan Qodri Pasha di Mesir, Ketetapan-ketetapan Saikh 'Ali al-

Tfth~wi, seorang hakim (qadf) Damaskus.62 

Usaha penelitian yang sama dilakukan Anderson dalam Perundang-undangan 

Maroko. Dengan merujuk pada Perundang-undangan yang diberlakukan tahun 1957, 

Anderson melihat ada sejumlah pembaruan yang cukup mencolok, antara lain 

pembatasan yang cukup ketat terhadap poligami, pencatatan perceraian, penolakan 

talak tiga, hak cerai isteri karena beberapa alasan, harta ( uang konpensasi) yang hams 

dibayar suami karena menceraikan isteri secara baik-baik.63 

Dalam artikel yang berjudul "The Tunisian Law of Personal Status", Anderson, 

secara umum, menggambarkan latar belakang munculnya Undang-undang ini, yang 

salah satu tujuannya adalah untuk unifikasi Perundang-undangan di bidang keluarga. 

Dengan unifikasi tersebut, Undang-undang ini berlaku bagi semua warga negara 

Tunisia tanpa membedakan agama. Kemudian dituliskan juga gambaran umum 

sekitar isinya. Di akhir tulisan ini dilukiskan bagaimana respon dari para pemikir 

agama dan pimpinan masyarakat, yang secara garis besar ada juga kelompok oposisi 

yang tidak setuju dengan isi Undang-undang ini.64 

Karya Coulson juga masuk kelompok keempat, yakni basil penelitian sekitar 

pembaruan Hukum Perkawinan yang terjadi di Pakistan. Dalam tulisan ini 

62 J. N. D. Anderson, "The Syrian Law of Personal Status", dalam Bulletin in the School of 
Oriental and African Studies, No. 17 (1955), him. 34-49. 

63 J. N. D. Anderson, "Reforms in Family Law in Marocco", dalam Journal of African Law, No. 
2 (1958), him. 146-159. 

64 J. N. D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status'', dalam International and 
Comparative Law Quarterly, vol 7 (April, 1958), him. 262-279. Sebenarnya masih ada karya Anderson 
lain yang masuk kelompok keempat ini, membahas satu negara, yakni Anderson, "A Law of Personal 
Status for Iraq" dalam the International and Comparative Law Quarterly (Oktober 1960); idem., 
"Changes in the Law of Personal Status in Iraq", dalam the International and Comparative Law 
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disebutkan, bulan Agustus 1955, di Pakistan dibentuk sebuah komisi yang bertugas 

melihat dan menganalisa apakah hukum yang berlaku tentang perkawinan, 

perceraian, nafkah dan hal-hal serupa, sudah menempatkan wanita sesuai dengan 

ajaran Islam atau belum. Hasil akhir komisi yang dibuat dalam bentuk Perundang-

undangan adalah dengan munculnya pembatasan poligami, penolakan terhadap talak 

tiga dan sejenisnya. Pembaruan ini dilakukan lewat Undang-undang oleh para 

pembaharu, dengan berdasar pada teori bahwa al-Qur'an seharusnya ditafsirkan 

sesuai dengan perkembangan sosial yang ada. 65 

Demikian juga karya M. A Mannan masuk kelompok keempat, yakni 

tulisannya yang berjudul "The Development of the Islamic Law of Divorce in 

Pakistan". Tulisan ini memaparkan hasil peneletiannya sekitar perkembangan Hukum 

Keluarga di Pakistan, khususnya di bidang perceraian. Di samping hanya memuat 

satu masalah dari Hukum Perkawinan Muslim, yakni perceraian, artikel ini juga 

hanya meneliti dua tahapa~ perkembangan Perundang-undangan, yakni berdasar 

Undang-undang Pakistan Tahun 1939 dan UU Tahun 1961.66 

Masih pada kelompok keempat adalah buku The Islamization of the Law in 

Pakistan (1994), karya Rubya Mehdi. Karya ini mengupas pembaruan Perundang­

undangan di Pakistan. Dalam sub-bab "Family Law" diuraikan bentuk keberanjakan 

di dalam perkawinan dan waris, seperti keharusan pencatatan perkawinan, batasan 

kebolehan poligami, pembatasan hak cerai laki-laki, hak cerai kaum wanita, khulu', 

li'an, perkawinan anak di bawah umur, perwalian, mahar, dan waris. Menariknya, 

Quarterly (Juli 1963); clan idem., "Reforms in Islamic Law in Iran'', dalam Iqbal Review, vol. 12, no. 3 
(1971). 

65 Noel J. Coulson, "Reform of Family Law in Pakistan", dalam Studio Islamica, No. 7 (1957), 
him. 135-155. 

66 M. A Mannan, "The Development of the Islamic Law of Divorce in Pakistan", dalam Journal 
of Islamic and Comparative law, Vol. 5 (1974), him 89-98. 
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sebelum mengupas bentuk pembaruan, dalam tiap-tiap masalah lebih dahulu 

diuraikan perdebatan antara kelompok tradisionalis yang menentang pembaruan, 

dengan kelompok modemis yang menghendaki usaha pembaruan. Maka the Muslim 

Family laws Ordinance (MFLO) tahun 1961, adalah wujud kompromi antara kedua 

kelompok tersebut. Di samping itu, meskipun sangat singkat, dalam buku ini juga 

disinggung konsep tradisional sekitar masalah yang sama. Ketika membahas 

keharusan pencatatan perkawinan misalnya, lebih dahulu dijelaskan teori tradisional 

yang tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan.67 Bahkan buku ini juga 

menjelaskan tentang aplikasi Undang-undang di masyarakat, yang menurutnya belum 

berlaku secara efektif. 

Tulisan yang masuk kelompok kelima, studi yang mengkaji Asia Tenggara, 

diantaranya adalah tulisan Gavin W. Jones. Meskipun hanya menfokuskan masalah 

perceraian dan poligami dari sudut pandang antropologi di Asia Tenggara, karya ini 

juga melihat bagaimana pengaruh diberlakukannya Undang-undang kontemporer 

terhadap jumlah perceraian dan poligami. Karya ini berusaha menggambarkan 

bagaimana kebudayaan setempat mempengaruhi praktek poligami dan perceraian, 

yang kemudian dihubungkan dengan pengaruh lahimya peraturan perkawinan serta 

efek diberlakukannya UU Perkawinan. 68 Penelitian ini menyimpulkan, meskipun 

faktor pemberlakuan Undang-undang Komtemporer turut berperan menurunkan 

angka perceraian dan poligami, faktor budaya temyata juga dominan, bahk:an faktor 

budaya lebih dominan daripada agama. 

Karya lain yang masuk kelompok kelima adalah disertasi Abdul Hadi, yang 

berjudul Fiqih Mazhab Shafi 'f dalam Peraturan Perundang-undangan tentang 

67 Rubya Mehd~ The /s/amization of the Law in Pakistan (Surrey: Curzon Press, 1994 ), hlm. 
157-202. 

68 Lihat Gavin W. Jones Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia (Oxford, Singapore 
and New York: Oxford University Press, 1994). 
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Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia (1971-1991)_69 Tulisan ini berusaha 

mengungkapkan unsur-unsur konsep fiqih Shafi'iyah dalam UU Perkawinan di 

Indonesia, Brunei dan Malaysia, dan apa saja persamaan dan perbedaan UU 

Perkawinan ketiga tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa temyata unsur-

unsur konsep fiqih Shafi'iyah ditemukan dalam banyak kasus, untuk tidak 

mengatakan di hampir umumnya UU ketiga negara tersebut. Sebagai tambahan, 

ditemukan juga persamaan hampir di seluruh bidang. Perbedaannya hanya terletak 

pada metode usul dan qaidah fiqhiyah yang digunakan. 

Adapun tulisan yang masuk kelompok keenam, yakni studi yang berusaha 

melihat dan membandingkan Perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia dan 

Indonesia, adalah karya Lili Rasjidi. Di samping terkonsentrasi pada dua negara, 

Malaysia dan Indonesia, kajian ini membahas empat hal, yakni syarat-syarat sahnya 

perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan, hak dan 

kewajiban orang tua terhadap anak, serta perceraian. Dalam penelitian yang 

merupakan tesis ini, bukan membandingkan materi-materi Undang-undang dengan 

konsep-konsep fikih dan tafsir tradisional, tetapi antara isi Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan yang berhubungan dengannya, dengan 

Undang-undang Perkawinan dan peraturan yang berlaku untuk orang Muslim dan 

non-Musliin di Malaysia. Demikian juga materi-materi itu dibandingkan dengan 

Perundang-undangan yang berlaku di negara-negara bagian yang ada di Malaysia. 70 

Tulisan yang masuk kelompok ketujuh, studi yang membahas salah satu 

Indonesia atau Malaysia, ada beberapa buku dan beberapa artikel. Tulisan-tulisan 

69 Disertasi di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000/200 l. 

10 Lihat Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 1991) 
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yang membahas tentang keberadaan dan keberanjakan yang termaktub dalam 

Undang-Undang Perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974, diantaranya adalah tulisan 

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, dalam buku mereka yang berjudul Hukum 

Perkawinan di Indonesia,71 meneliti sejarah (termasuk latar belakang) dan proses 

munculnya Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Dalam buku ini ditulis 

bagaimana perdebatan yang terjadi di DPR ketika membahas draft awal Undang-

undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sampai menjadi Undang-undang seperti yang 

ada sekarang. Dengan membaca buku ini, seseorang dapat mengetahui draft asli dan 

poin-poin mana dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mendapat perdebatan 

dan diskusi panjang di kalangan DPR. Sekedar contoh, dapat dicermati perdebatan 

sekitar fungsi pencatatan perkawinan. Menurut draft aslinya, pencatatan perkawinan 

berfungsi sebagai syarat sahnya perkawinan. T etapi karena ditentang fraksi Persatuan 

Pembangunan (FPP), fungsi pencatatan beralih menjadi kepentingan administrasi. 

Sebab kalau pencatatan perkawinan dijadikan syarat sahnya perkawinan, menurut 

fraksi ini, poin ini menjadi benentangan dengan hukum Islam. 

Karya lain yang membahas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah 

karya June S. Katz & Ronald S. Katz, yang berjudul "The New Indonesian Marriage 

Law: A Mirror of Indonesia's Pilitical, Cultural dan Legal System",72 yang isinya 

berupa laporan hasil penelitiannya tentang Undang-undang Perkawinan. Penelitian 

ini lebih menekankan pada tiga hal, yaitu: ( 1) proses dan kebutuhan adanya Undang-

undang Perkawinan baru; (2) bentuk-bentuk perubahan yang ada dalam Undang-

71 Diterbitkan di Jakarta: Bulan Bintang, 1975. 

72 Artikel ini diterbitkan dalam jumal The American Journal of Comparative Law 23 (1975), 
him. 653-681. 



28 

undang No. l Tahun 1974; dan (3) dampak kehadiran Undang-undang No. l Tahun 

1974. 

Sementara hasil penelitian lain yang berjudul "Legislation of Social Change in 

a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited'',73 dengan 

obyek yang sama, June S. Katz dan Ronald S. Katz menekankan, mengapa Undang-

undang Perkawinan dapat berjalan, sedangkan Undang-undang lain tidak 

diperdulikan masyarakat (seperti nasib Undang-undang Perburuhan dan Undang-

undang Peradilan). Menurut penelitiannya, yang tidak jelas di daerah mana, Undang-

undang Perkawinan dapat berfungsi efektif di daerah-daerah pedesaan adalah karena: 

(i) bantuan organisasi-organisasi kewanitaan; dan (ii) bantuan Badan Keluarga 

Berencana. 

Tulisan lain adalah karya Saidus Syahar (1981), yang berjudul Undang-Undang 

Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam). Buku 

ini mencoba membandingkan antara konsep fuqaha tradisional dengan Undang-

Undang Perkawinap No. I Tahun 1974. Studi ini menyimpulkan, unsur-unsur 

pembaharuan yang mengangkat status wanita adalah dibatasi dan diawasinya 

poligami, adanya pembatasan hak wali dan sekaligus peningkatan kebebasan 

mempelai wanita (isteri), dan pengawasan yang ketat terhadap perceraian.74 

Masih karya lain adalah buku karya Riduan Syahrani, Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Karya ini mencoba memberikan uraian dan 

penjelasan isi Undang-undang No. l Tahun 1974, dihubungkan dengan PP No.10 

73 Terbit dalam 1he American Journal of Comparative Law 26 ( 1978), him. 309-320. 

74 Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari 
Segi Hukum Islam) (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), him. 12-13. 
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Tahun 1983, yaitu Peraturan Pemerintah Tentang Poligami dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. 75 Masih ada sejumlah buku lain yang 

isinya tidak: jauh berbeda dengan apa yang sudah ditulis, seperti karya Zahri Hamid, 76 

Kamal Mukhtar, Penoeh Daly dan lain-lain. 

Tulisan lain adalah hasil penelitian Abdurrahman dkk. Tim ini meneliti 

efektivitas dan dampak kehadiran Undang-undang Perkawinan No. l Tahun 1974 

terhadap pola-pola pemikahan di sejumlah desa di Kabupaten Gunung Kidul 

Yogyakarta. 77 Hasilnya menunjukkan, dengan hadimya Undang-undang Perkawinan 

No. I Tahun 1974, justru mengakibatkan banyaknya kasus perkawinan yang tidak 

dapat diselesaikan. Salah satu faktomya adalah adanya kekhawatiran dari para calon 

mempelai mengenai sulitnya urusan administrasi. Jalan pintas yang mereka lakukan 

untuk menghindar dari kekhawatiran tersebut adalah melakukan kumpul tanpa nikah, 

yang terkenal dengan sebutan kumpul kebo. Demikian juga banyak terjadi poligami 

yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Alasan kedua 

dari kegagalan Undang-undang Perkawinan dalam menyelesaikan masalah 

perkawinan yang terjadi di daerah ini adalah kurang jelasnya hukuman bagi 

pelanggar. Alasan ketiga, kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap ajaran 

agama. Alasan lain adalah masih kuatnya adat istiadat, yang temyata mentolerir 

perkawinan tanpa ijab kabul. Semua alasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam poligami misalnya, 

dengan hadimya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, mengakib.atkan ( 1) 

75 Jakarta: Media Sarana Press, 1986. 

16 Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia 

77 Abdurrahrnan dkk., "Beberapa Pola Perkawinan di Kabupaten Gunung Kidul Daerah 
Istimewa Yogyakarta: Kasus Perkawinan di Kecamatan Rongkop," Laporan Penelitian pada Lembaga 
Research dan Survey Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1981/82. 
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banyaknya perkawinan poligami yang tidak dicatatkan; (2) banyaknya pembentukan 

keluarga tanpa perkawinan. 

Hasil penelitian lain dalam bentuk artikel adalah karya Moh. Zahid, yang 

berjudul "Dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan" (1994 ).78 Penelitian ini 

mengkaji secara singkat keberadaan Undang-undang Perkawinan No. l Tahun 1974 

dari sudut latar belakang munculnya, serta teori dan praktek (aplikasi) di lapangan. 

Menurut Moh. Zahid, ada empat tujuan jangka pendek (yang menjadi latar belakang) 

dari Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 1974, yakni (1) meningkatkan usia 

perkawinan dan mengurangi perkawinan muda, (2) mengurangi perkawinan poligami 

sewenang-wenang, (3) mengurangi angka perceraian, dan ( 4) mengusahakan adanya 

keseimbangan kedudukan suami dan isteri. Menurut Zahid, tidak semua tujuan 

tersebut telah tercapai. Adapun kelemahan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 

1974, menurut Zahid diantaranya, (1) dengan mengutip pendapat Munawir (mantan 

Menteri Agama) dan Rudini (mantan Menteri Dalam Negeri), Undang-undang ini 

tidak mengatur perkawinan antara pemeluk yang berbeda agama; (2) sanksi terhadap 

pelanggar tidak jelas, sehingga law enforcement-nya kurang dapat ditegakkan; (3) 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 masih kurang memasyarakat, masih banyak wanita 

yang belum mengetahui isinya, sehingga para wanita belum dapat menggunakannya 

sebagai alat untuk menjamin hak-haknya. 

Adapun karya yang mengupas tentang keberadaan Undang-undang Perkawinan 

[slam Malaysia diantaranya Madmood Zuhdi Hj. Abdul Majid Raihanah Hj. Azahari, 

berjudul Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di 

Malaysia. 79 Sebelum menguraikan isi Undang-undang bah demi bab, dalam buku ini 

78 Moh. Zahid, DIALOG: Jurnal Studi dan !nformasi Keagamaan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Agama Depag., No. 39, Th. XVIII, Maret 1994, him. 33-40. 

19 Dicetak di Kuala Lumpur oleh Karya Abazie, 1989. 
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diuraikan secara singkat konsep, skop, dan sejarah perkembangan Undang-undang 

Perkawinan Muslim Malaysia. Pada setiap persoalan memang diberikan kupasan 

pendapat para fuqaha sekitar masalah yang dibahas, tetapi hanya secara singkat, 

bahkan dalam banyak hal tidak jelas mana pendapat imam mazhab dengan pendapat 

pengikutnya. 

Karya lain yang membahas tentang Undang-undang Perkawinan Muslim 

Malaysia ditulis Ahilemah Joned dalam bentuk artikel. so Artikel yang ditulis sebagai 

penghormatan kepada Profesor Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim ini menfokuskan pada • 

masalah pengangkatan status wanita dalam Undang-undang Perkawinan Islam 

Malaysia. Hal-hal pokok yang dibahas dalam artikel ini adalah masalah keharusan 

pencatatan perkawinan, aturan umur minimal boleh kawin, keharusan persetujuan 

para calon, kewenangan wali dalam perkawinan (masuk hak ijbar) dan poligami. 

Setiap masalah memang dipantulkan dengan konsep tradisional, meskipun dengan 

bahasan yang sangat singkat dan umum. Hal ini bisa dimaklumi karena sejumlah 

masalah tersebut dibahas hanya dalam empat puluh halaman. 

Abdul Majeed Mohammad Mackeen menulis sejarah pelembagaan Undang-

undang Islam di Malaysia, yang salah satu subyeknya adalah Undang-undang 

Perkawinan Muslim Malaysia. Artikel yang merupakan terjemahan dan dikumpulkan 

dalam bentuk buku oleh Abd. Jalil bin Borhan, dengan judul Sejarah Perundang-

80 Ahilemah Joned, "Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk Berkahwin: Indah Khabar 
daripada Rupa", dalam Makalah Undang-undang Menghonnati Ahmad Ibrahim, oleh Fakulti Undang­
undang Universiti Malaya (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), him. 1-41. 
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undangan Islam di Malaysia tm, memberikan bahasan yang sangat singkat dan 

umum.81 

Karya Donald L. Horowitz merupakan tulisan lain yang mengupas tentang 

reformasi Perundang-undangan di Malaysia, dan diantaranya yang dibahas adalah 

tentang pembaruan Perundang-undangan Perkawinan. Di samping menggambarkan 

pembaruannya, penulis juga mengupas tentang bagaimana implementasi dari UU 

yang ada.82 

Ahmad Ibrahim adalah sarjana yang banyak menulis tentang perkembangan dan 

pembaruan Hukum Perkawinan di Malaysia. Sebagiannya dikumpulkan menjadi satu 

buku yang berjudul Pentadbiran Undang-undang Islam Malaysia. 83 Buku ini 

mengulas berbagai aspek dari Perundang-undangan Perkawinan Muslim Malaysia, 

mulai dari sejarah, unsur-unsur pembaruan dan aplikasi dalam masyarakat. 

Karya yang masuk kelompok kedelapan, yakni yang mengupas beberapa 

negara bagian Malaysia adalah tulisan Maznah yang mengkaji Pulau Pinang, Wilayah 

Persekutuan, dan Johor Barn. Maznah Mohamad lebih menekankan studi pada 

aplikasi UU perkawinan di lapangan. Menurut penelitiannya, meskipun secara teoritis 

UU perkawinan yang ada sudah banyak menjamin hak-hak wanita, namun dalam 

8 I Lihat Abdul Majeed Mohammad Mackeen, "Mahkamah Undang-undang Syariah di 
Malaysia", dalam Sejarah Perondang-undangan Islam di Malaysia, oleh Abd. Jalil bin Borhan, cet. I 
(Kuala Lumpur: Penerbit Amal, 1993), him. 241-259. 

82 Donald L. Horowitz "The Qur'anic and the Common Law: Islamic Law Reform and the 
Theory of Legal Change", dalam The American Journal of Comparative Law, vol. 42, no. 3 (Summer 
1994), hlm. 233-293, 543-580. 

83 Kuala Lumpur: Institute Kefahaman Islam Malaysia {IKIM), 1997. 
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prakteknya wanita tetap mendapat perlakuan diskriminasi di pengadilan oleh para 

hakim pria. 84 

Penelitian lain tentang sejumlah negara bagian Malaysia adalah karya Abdul 

Kadir Haji Muhammad yang mengadakan penelitian sekitar naik dan turunnya angka 

perceraian di tiga negara di Malaysia, yakni Kedah, Perlis dan Pulau Pinang (tahun 

1985 s/d 1991 ). Penelitian ini menyimpulkan, meskipun sulit menentukan alasan 

penyebab turun dan naiknya angka perceraian, tetapi dapat disimpulkan, bahwa 

dengan aturan perceraian hanya dapat terjadi di Pengadilan, terbukti dapat 

menurunkan angka perceraian. 85 

Kelompok kesembilan, yakni kajian pada salah satu negara bagian Malaysia 

adalah tulisan Abdullah Alwi Haji Hassan, yang menekankan kajiannya pada kasus 

Kelantan. Karya ini menggambarkan sejarah perkembangan Hukum Perkawinan di 

Kelantan, yang konon merupakan salah satu negara bagian yang paling kuat menolak 

usaha pembaruan hukum Islam, sama dengan Johor dan Melaka. 86 

Tulisan Mehruj Siraj adalah karya lain di kelompok kesembilan. Studi m1 

menekankan pada praktek Undang-undang kontemporer di Kelantan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas UU Perkawinan Muslim Kelantan 

Tahun 1983, selama 4 tahun ( 1984 s/d 1988) dan meneliti delapan dari sembilan 

Pengadilan Agama yang ada di Kelantan. Studi ini menyimpulkan bahwa dalam 

84 Maznah Mohamad, "Dimana Berlaku Diskriminasi dalam UU Keluarga Islam," Kumpulan 
Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9-10 Maret 1998, oleh 
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 

85 Abdul Kadir bin Haji Muhammad, "Perceraian di Malaysia: Kajian Kes Kedah, Perlis dan 
Pulau Pinang', dalam Jurnal Syariah Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya, Jil. l, no. I 
(Januari-Juni, 1993), hlm.94-103. 

86 Abdullah Alwi Haji Hassan, The Administration of Islamic law in Kelantan (Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996). 
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beberapa hal isi Undang-undang Perkawinan Kontemporer dapat dipraktekkan, 

namun dalam beberapa hal lain masih sulit diaplikasikan. 87 

Di antara karya yang membicarakan salah satu atau dua subyek dari perkawinan 

dan/atau perceraian, yang berarti masuk kelompok kesepuluh, tentang sejarah 

perkembangan lembaga peradilan agama ditulis Anderson, dengan judul "Recent 

Development in Shari'a Law II: Matters of Competence, Organization and 

Procedure".88 Artikel ini mengupas pembaruan lembaga Peradilan Agama di dunia 

Muslim. Ada tiga hal yang dibicarakan tentang badan Peradilan Agama di dunia 

Muslim dalam tulisan ini, yakni: (1) kompetensi, (2) organisasi, dan (3) prosedur 

berperkara. Kaitannya dengan kompetensi Peradilan Agama, Nizamiya di Turki 

adalah badan pertama didirikan di dunia Muslim, yang kemudian disusul dengan 

Peradilan Agama (the Islamic Court) di Mesir yang khusus menangani kasus-kasus 

yang berhubungan dengan urusan perkawinan, perceraian dan warisan. Sedang 

tentang organisasinya berdasar dua kategori um um: ( 1) mazhab, seperti di Lebanon 

dengan adanya Peradilan untuk Syi'ah dan ad.a Peradilan untuk Sunni; (2) dan 

tingkatan, seperti yang umumnya sekarang berlaku di mayoritas negara Muslim. 

Adapun tentang prosedur berperkaran dalam tulisan ini hanya dibicarakan tentang 

proses pembuktian perkara. 

Karya Anderson lain yang masih berada di kelompok sepuluh adalah "Recent 

Development in Shari'a Law III: The Contract of Marriage",89 sebuah karya yang 

mengupas tentang aturan pencatatan perkawinan dalam perkawinan, yang secara 

87 Mehrun Siraj, "Women and the Law: Significant Development in Malaysia," dalam law & 
Society Review, vol. 28, No. 3 (1994), him. 561-572 

88 Lihat dalam The Muslim World, 41 (1951), him. 34-48 

89 Dalam The Muslim World, 41 (1951), him. 113-126. 
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umum mengambil kasus Turki dan Mesir. Aturan pencatatan perkawinan im 

dihubungkan dengan aturan tentang umur minimal boleh kawin dan aturan tentang 

poligami. Berdasar penelitian ini, tujuan umum aturan pencatatan perka:winan ada 

dua: (1) untuk membatasi praktek kawin anak di bawah umur (kawin paksa), dan (2) 

membatasi praktek poligami. Sebagai tambahan, Mesir dengan UU Peradilan Agama 

tahun 1897 ternyata merupakan negara pertama di dunia Muslim yang membuat 

aturan tentang pencatatan perkawinan. 

Masih karya Anderson di kelompok kesepuluh adalah kupasan tentang dua hat: 

(1) mahar, dan (2) nafkah, yang dibahas dalam artikelnya "Recent Development in 

Shari'a Law N: Further Points Concerning Marriage".90 Tulisan ini merupakan 

kelanjutan pembahasan perkawinan. Kalau pada tulisan sebelumnya dibahas tentang 

aturan pencatatan perkawinan, dalam tulisan ini dibahas tentang mahar dan nafkah, 

yang juga secara umum membandingkan UU Turki dan Mesir. 

Di bidang poligami diteliti oleh Kiran Gupta. 91 Karya ini menyajikan 

perbandingan konsep poligami dalam Hukum Keluarga Muslim Kontemporer di 

hampir seluruh negara yang mencantumkan aturan tentang poligami. Dikatakan 

bahwa apa yang dalam pemikiran para pembaru adalah adanya keinginan agar aturan 

al-Qur'an tentang poligami dapat diterjemahkan dalam bentuk Undang-undang, yang 

berarti mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk dipraktekkan. Karena itu, 

adanya larangan atau usaha mempersempit kemungkinan poligami bertujuan untuk 

mempraktekkan aturan al-Qur'an tentang poligami. 

90 dalam The Muslim World, 41 (1951 ), him. 186-198. 

91 Kiran Gupta, "Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative 
law", dalam Islamic and Comparative Law Review, vol. xii, no. 2 (Summer 1992), him. 114-154. 
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Dalam bidang Nush'ilz, yang berarti juga masih masuk kelompok kesepuluh, 

penelitian dilakukan Vardit Rispler-Chaim. Dalam penelitian ini ditulis perbandingan 

antara konsep tradisional dengan kontemporer. Meskipun hanya merujuk pada 

pendapat segelintir pemikir, tetapi tulisan ini cukup memberikan gambaran yang jelas 

bagaimana perbedaan konsep tradisional dan kontemporer di bidang nushuz. Dari 

hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan, konsep-konsep nush'ilz kontemporer lebih 

menyerang kaum pria (suami) daripada kaum wanita (isteri). Menurutnya, fenomena 

ini muncul mungkin karena posisi kaum pria yang semakin lemah, atau karena posisi 

wanita yang semakin kuat atau berani.92 

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal di sekitar 

Hukum Perkawinan Islam di Asia Tenggara maupun dunia Muslim lainnya, termasuk 

Indonesia dan Malaysia. Dari studi di atas tampak, bahwa belum ada studi yang 

secara khusus membahas perbandingan kasus Indonesia dan Malaysia dalam empat 

hal pokok, yaitu: (1) poligami; (2) pencatatan perkawinan; (3) peran wali dan 

kebebasan mempelai wanita dalam perkawinan; dan ( 4) proses perceraian, dan 

dengan tujuan untuk melihat status wanita dan keberanjakan Undang-undang 

Perkawinan kedua negara tersebut dari kitab-kitab fikih mazhab yang ada. Disertasi 

ini berusaha mengisi kekosongan tersebut. 

Karena itu, disertasi ini adalah studi tentang Perundang-undangan Hukum 

Perkawinan Kontemporer Asia Tenggara, yang meliputi Undang-Undang Perkawinan 

Muslim Malaysia dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Untuk mengetahui 

sejauh mana keberanjakan dari konsep tradisional ke konsep kontemporer tentang 

92 Vardit Rispler-Chaim, "Nushftz Between Medieval and Contemporary Islamic law: The 
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peningkatan status wanita, materi Undang-undang tersebut akan dibandingkan 

dengan konsep-konsep yang termaktub dalam kitab-kitab fikih tradisional, khususnya 

karya para ulama mazhab, atau kitab-kitab terdekat kepada imam mazhab, yakni 

mazhab Hfinafi, Maliki, al-Shafi'i dan Hfinbali. 

Untuk mengenal dengan singkat karakteristik para imam mazhab dalam 

menetapkan hukum Islam dan sikapnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan 

dengan masalah wanita, berikut digambarkan sekilas. Abu Hfl.Ilifah, pendiri mazhab 

Hfinafi, dikenal sebagai (1) aliran rasional (ah/ al-ra 'y); (2) mengutamakan ra'y 

daripada khabar ahad; (3) selektif dan ketat dalam menerima hadis,93 dan sebagai 

pemikir aliran rasional, acapkali menyelami di balik makna dan 'illat.94 Sebagai 

tambahan, pemikiran Abu Hfinifah terkesan sebagai kajian yang sangat prediktif, 

responsif, dinamis95 dan egaletarian. 

Adapun Imam Malik yang disebut sebagai aliran tradisionaI,96 terkenal: (1) 

sangat menekankan pada amalan penduduk (ah/) . Madinah, bahkan hadis dapat 

Human Right Aspect'', dalam Arabica, No. 39 ( 1992), him. 315-327. 

93 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos, 1417/1997), 
him. 98-99. 

94 Mun'in A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 
1416/1995), him. 63, 84 dan 88-89. 

95 Ibid., him. 91. Alasan kenapa Abu Hftrufah menjadi pemikir rasional, responsif, preciktif dan 
dinamis, barangkali dipengaruhi: (I) oleh lingkungan tempat tinggalnya yang tidak banyak mengenal 
hadis; (2) karena tuntutan sosial masyarakatnya yang lebih maju dan beragam, sebab Abu ~ah 
tinggal di kota metropolitan, Kufah yang multi culture; (3) Abu HfiJlifah tidak hanya bergumul dengan 
ilmu shari'ah mumi, tetapi juga dengan praktek di lapangan, sebab Abu Hfinlfah adalah seorang 
pedagang. Lihat Ibid., him. 90-91 . Sementara sikap egaletariannya mungkin dipengaruhi keturunannya 
yang bukan orang Arab. 

96 Ibid., hlm.63. Arti imam Malik sebagai pemikir tradisional adalah bahwa Malik sangat 
menekankan pada teks nash. Terhadap kasus yang ketentuannya tidak ditemukan dalam al-Qur'an atau 
hadis, imam Malik banyak menggunakan amalah penduduk Maomah, dan sangat membatasi penggunaan 
ra )' ( rasio ), meskipun secara prinsip ra )' digunakan juga ketika menggunakan maslahah mursalah. 
Sikap meajadi ilmuan yang menekankan hadis ini barangkali karena imam Malik tinggal di Madinah, 
yang dikenal sebagai pusat hadis. Ibid., him. 94. 
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diterima kalau sesuai dengan amalan penduduk Madinah; (2) sangat menekankan 

pada maslahah mursalah (kemanfa'atan yang dasarnya tidak ditemukan secara 

tekstual dalam nash), 97 dan penggunaan maslahah mursalah inilah yang 

membedakannya dengan pemikiran Ni,nad bin Hfinbal (Hf!.nbali). 

Berbeda dengan imam Abu H;.mifah dan imam Malik, imam Shafi'i adalah 

imam yang meskipun dikenal sebagai ah/ al-hpdith, sama dengan imam Mfilik, tetapi 

pemikirannya sangat dipengaruhi aliran ra 'y mazhab H~nafi. 98 Akhirnya al-Shafi 'i 

disebut imam moderat, yang mencoba mensintesa aliran rasional dan tradisional. 99 Di 

samping itu al-Shafi'i berusaha mengintegrasikan al-Qur'an dan sunnah Nabi 

Muhammad SAW lewat qiyas. Maka kedudukan sunnah Nabi bagi al-Shafi'i dapat: 

(i) dalam banyak hal sebagai penjelas dan penafsir nash yang tidak jelas dalam al-

Qur'an; (ii) merinci al-Qur'an yang global; (iii) mengkhususkan (takhsjs) nash yang 

masih umum {'dmm); (iv) bahkan menetapkan hukum yang belum ada dalam al-

Qur'an. Karena itu, sunnah Nabi bagi imam Shafi'i tidak berdiri sendiri_ 100 Namun 

disebutkan juga bahwa al-Shafi'i sangat kental dengan rasa kesukuannya, yakni 

Arabisme. 

Sementara Imam Ahµiad bin H~nbal, pendiri mazhab H~nbali, dikenal sebagai 

ah/ al-hp,dithlOJ dan pemikir fundamentaI.102 

97 Yanggo, Pengantar Perbandi11gan Mazhab, him. 114. 

98 Ibid., him. 124. 

99 A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam, him. 63 dan 108. 

100 Ibid., him. ll 1. 

I 0 l Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, him. 141. 

102 A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam, him. 63. Maksud fundamental disini adalah bahwa Ahptad bin 
~bal sangat menekankan pada teks nash., dan sangat terbatas menggunakan ray. Bahkan .Ahplad bin 
~bal berteori untuk tidak menggunakan ray sama sekali. Sikap yang sangat teguh terhadap hadis 
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Adapun produk hukum dari keempat mazhab ini, khususnya materi hukum yang 

berhubungan dengan status wanita, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yakni aliran yang memberikan kebebasan lebih besar dan memposisikan wanita 

lebih sejajar dengan kaum laki-laki, yakni pemikiran mazhab Hjinafi_ Sebaliknya, 

ketiga mazhab yang lain, pada prinsipnya kurang memberikan kebebasan kepada 

wanita dan masih cenderung menempatkan wanita inferior dari laki-laki_ 

D. Kerangka Teori 

Apa yang disyari'atkan Allah lewat Nabi Muhammad SAW dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni: pertama, nash yang bersifat umum dan berisi 

prinsip-prinsip dasar. Kedua, nash yang bersifat khusus dan kasuistik, yakni nash 

yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul ketika masa 

pewahyuan ( semasa hidup Nabi Muhammad SAW.). Ketika melakukan penafsiran, 

para ahli tafsir C.H~ ) dan ahli hukum Islam ( ~ 4--Ll ) dipengaruhi oleh 

tuntutan, kebutuhan, kondisi dan situasi di mana dan kepada siapa hukum akan 

diberlakukan_ Dengan ungkapan lain, formulasi fikih atau tafSir penuh dengan 

historisitas. 

Sebagai hasil ijtihad yang penuh dengan historisitas, maka dengan 

perkembangan zaman dan keadaan, rumusan-rumusan yang dianggap mapan pada 

waktu dan tempat tertentu, menjadi dapat atau bahkan dibutuhkan untuk 

dipertanyakan dan selanjutnya dibutuhkan pemikiran baru untuk waktu dan tempat 

lain. Kebutuhan konsep baru ini karena adanya kebutuhan atau tuntutan zaman_ 

Nabi seperti ini kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh tuntutan lingkungannya untuk mengekang 
pemikiran aliran rasional yang terlalu mendewa-dewakan rasio, khususnya aliran Mu'tazilah. Sebab di 
masa A.hplad bin ~bal aliran Mu'tazilah memang sedang berkembang, bahkan menjadi mazhab resmi 
negara (penguasa)_ Ibid., him. 120-121. 
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Di samping itu, metode yang digunakan untuk memahami nash juga mengalami 

perkembangan. Para mufassir tradisional lebih banyak, bahkan hanya menggunakan 

metode tekstual dan sangat parsial sifatnya, yang lebih terkenal dengan metode 

deduktif 103 Ada beberapa pemikir yang menawarkan dan menggunakan metode 

kontekstual-induktif, dan sebagian lain menggunakan metode tematik tetapi 

jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak digunakan secara konsisten. Dengan 

perkembangan zaman dan tuntutan, muncullah metode lain atau dikembangkanlah 

metode yang pemah ada ( ditawarkan) dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum 

Islam dalam memahami nash, seperti metode atau pendekatan analisis; semantik, 

tematik, holistik. Dengan menggunakan metode tematik dan holistik, para pemikir 

modem dan kontemporer temyata memberikan pemikiran-pemikiran yang cukup 

berbeda dengan alur pikir yang dimunculkan pemikir-pemikir sebelumnya.104 Tidak 

l 03 Rumusan/teori deduktif ini lebih terkenal sekarang dengan jalan berpikir doktriner-normatif­
deduktif, yang maksudnya dalam tulisan ini adalah bahwa seorang pemikir/intelektual/cendikiawan 
hanya mcrujuk satu dan/atau beberapa nash, kemudian mengambil kesimpulan, tanpa memantulkannya 
dengan nash lain yang secara tekstual bertentangan atau minimal tidak sejalan dengan teks nash yang 
dicatat dalam mengambil kesimpulan. 

l 04 Bahkan metode semantik misalnya adalah metode yang sangat banyak mendapat perhatian 
dari pemikir konvensional, seperti pembahasan 'amm dan ~. mutlaq dan muqayyad dan sejenisnya, 
meskipun teori-teori ini berkembang belakangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 
Sehingga fonnulasi toeri-teori ini tidak lagi sesederhana apa yang pemah difonnulasikan para ahli zaman 
dahulu, termasuk teori semantik yang banyak dikembangkan para ulama mazhab fikih. Sejalan dengan 
itu, pada prinsipnya metode tematik yang digunakan cendikiawan/ulama konvensional sama dengan 
tematik yang digunakan cendikiawan/pemikir kontemporer. Hanya saja terjadi perkembangan konsep 
asb<ib al-nuzfil dan asbdb al-wurUd (latar belakang turunnya ayat atau hadis) misalnya. Di kalangan 
ulama konvensional asbdb al-m1zfi/ dan asb<ib al-wurfid terbatas pada kasus yang secara khusus 
menjadi latar belakang turunnya nash tersebut. Sementara pemikir kontemporer melihatnnya dari dua 
sisi, yakni pertama, kasus khusus yang menjadi Iatar belakang turunnya nash tersebut, seperti yang 
dipegangi ulama konvensional, yang terkenal dengan sebutan latar belakang mikro. Kedua, sejarah 
hidup rasul secara keseluruhan (sebagai masa pewahyuan), ditambah dengan sejarah pra-Islam, 
teimasuk Iatar belakang penyebab turunnya nash yang harus dipahami untuk memahami nash, yang Iebih 
dikenal dengan latar belakang makro. Lihat Rahman, Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 
1966), him. 261; idem, Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1982), him. 7. Akan halnya dengan metode holistik, misalnya dapat 
dipertimbangkan tawaran metode integratif al-Shatjb~ tawaran induktif al-Ghazfili, dan pengakuan ibn 
Taitruyah bahwa metode holistikfmtegratif sebagai metode terbaik. Adapun metode tematik secara 
sederhana adalah teori yang dalam menyelesaikan satu masalah tertentu dilakukan dengan cara 
mengumpulkan semua nash yang berhubungan dengan masalah tersebut, lengkap dengan pengetahuan 
latar belakangnya, kemudian membahasnya secara menyatu, sehingga semua nash tersebut dibahas 
menjadi satu pembahasan yang menyatu dan utuh. Sementara metode holistik, di samping membahas 
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mengherankan kalau produk hukumnya juga cukup berbeda. Perpaduan kedua teori 

tematik dan holistik ditawarkan sebagai metode kajian studi Islam kontemporer 

dalam tulisan ini. l 05 

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk melihat tipologi keberanjakan 

dari konsep tradisional ke kontemporer, yang pada gilirannya untuk melihat status 

wanita dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia adalah 

sebagai berikut. Dalam bidang poligami, digunakan teori yang mengelompokkannya 

menjadi enam usaha Perundang-undangan Keluarga Kontemporer, yakni: ( l) boleh 

poligami secara mutlak; (2) poligami dapat menjadi alasan cerai; (3) poligami harus 

ad.a izin dari Pengadilan; (4) pembatasan poligami lewat kontrol sosial; (5) poligami 

dilarang secara mutlak; dan (6) dikenakan hukuman bagi pihak yang melanggar 

aturan tentang poligami.106 

Tentang pencatatan perkawinan, dalam teori kontemporer tentang pencatatan 

perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni (1) perkawinan hanya dapat 

dibuktikan dengan catatan resmi; (2) masih mengakui perkawinan meskipun tidak 

dicatatkan. 

Hubungannya dengan keberadaan wali dan kebebasan mempelai wanita dapat 

dikelompokkan menjadi empat, yakni: (1) harus ada wali atau izin wali; (2) boleh 

seperti yang dilakukan dengan temarik, juga memantulkan kesimpulannya dengan ajaran prinsip nash. 
Untuk mengetahui lebih lengkap tentang teori ini dapat dilihat pada bab vii: Aplikasi dan Teori 
Pembaruan Perundang-undangan. 

I 05 Dengan ungkapan yang lebih populer untuk teori ini berjalan empiris-historis-induktif, 
dengan modifikasi tertentu. Pembahasan metode ini sebagai metode yang ditawarkan dalam tulisan ini 
dibahas lebih mendalam pada bab vii: Aplikasi dan Metode Pembaruan. Sekedar tambahan, 
perkembangan lebih jauh tentang metode penelitian dapat disebutkan bahwa metode abduksi lebih 
dirninati pemikir kontemporer, yakni metode yang berusaha untuk menemukan teori baru (the logic of 
discovery) ketimbang justifikasi. Lihat Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam dan IAIN Menyongsong 
Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada Eta Milenium Ketiga", dalam al-Jami'ah, No. 65/VI 
(2000), him. 86. 

106 Mahmood, Family Law Reform, him. 275-278. 
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nikah tanpa wali atau tanpa izin wali; (3) harus ada persetujuan dari calon mempelai 

wanita; dan (4) ada (masih mengakui) hak ijbar wali. 

Sedang teori tentang perceraian ada dua teori besar, yakni (1) bahwa perceraian 

hanya dapat tedadi di pengadilan. Konsekuensinya, perceraian yang dilakukan di luar 

pengadilan atau perceraian tanpa catatan perceraian dari pengadilan, hak-hak yang 

berhubungan dengan perceraian tidak dapat dijamin; dan (2) masih tetap mengakui 

perceraian yang terjadi di luar pengadilan. 

Kaitannya dengan teori pembaruan Hukum Perkawinan Muslim, ada dua teori, 

yakni: (I) metode parsial-deduktif; dan (2) perpaduan tematik dan holistik yang 

induktif Metode parsial-deduktif adalah metode kajian dengan cara mencatatkan 

satu, atau dua atau beberapa nash (al-Qur'an dan/atau sunnah Nabi Muhammad 

SAW) untuk mendukung pandangan tanpa memantulkannya secara sistematis dan 

metodologis dengan nash-nash lain yang kelihatan kurang sejalan atau bahkan 

bertentangan dengan nash yang dicatat.107 

Sedang met<?de tematik yang dimaksud disini, adalah metode tematik berdasar 

subyek, yakni kajian dengan cara mengumpulkan semua nash yang berhubungan 

dengan subyek. tertentu · yang sedang dibahas. Contoh, ketika berbicara tentang 

kemungkinan poligami, seluruh nash yang berbicara tentang poligami dikumpulkan 

kemudian dibahas secara menyatu sebagai satu kesatuan yang utuh. 

107 Sekedar contoh. dasar yang digunakan Abu H~fah mendukung pandangannya bahwa 
wanita boleh menikahkan diri sendiri tanpa wali. Dasar yang dicatat adalah (I) hadis bahwa janda lebih 
berhak pada dirinya daripada walinya ( 4-:!-J _, u-- 1 e ·" i ; : ~I H~ 1 ); (2) bahwa masalah janda 
adalah urusannya sendiri yang tidak boleh dicampuri wali ( J-A 1 ~I r::-- ~,_I ~; dan (3) 
kasus al-Khansa'a yang dinikahkan bapaknya tanpa persetjuannya, yang temyata dibatalkan Nabi. 
Sebaliknya Abfi H~fah tidak menghubungkannya dengan nash lain, misalnya hadis yang menyatakan 
harus ada wali dalam pernikahan(~ ..H 'J 1 c lS.....i 'J ). 
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Adapun metode holistik adalah metode kajian dengan cara memahami seluruh 

· nash ( al-Qur' an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.) secara menyatu, yang kemudian 

mencoba menemukan prinsip-prinsip umum dari nash tersebut. Karena itu, dengan 

metode ini semua nash dilihat dan diikat menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat 

dipisahkan. Dengan metode ini semua kasus-kasus yang dibahas harus dipantulkan 

apakah sesuai atau tidak dengan prinsip umum yang ada dalam nash secara 

keseluruhan. Kalau temyata tidak sejalan dengan prinsip umum, kasus tersebut yang 

dipertanyakan bukan prinsipnya. Dengan ungkapan lain, pegangan yang berlaku 

adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafaz ('i ~ I ua ~ o ~ I 

Adapun kombinasi tematik dan holistik, yang dalam tulisan ini disebut metode 

induktif adalah dalam mendiskusikan satu masalah tertentu, misalnya perkawinan 

sebagai kajian dalam tulisan ini secara tematik, harus dipantulkan dengan nilai 

universal al-Qur'an. Dengan ungkapan lain, ketika rnendiskusikan masalah tersebut 

harus ditinjau apakah hasilnya sejaian atau tidak dengan spirit al-Qur'an. IG8 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan kritis 

bagaimana status wanita dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia 

dibandingkan dengan konsep yang tertera dalam kitab-kitab fikih tradisional dan 

Perundang-undangan Keluarga Muslim Kontemporer negara-negara Muslim lain, di 

bidang poligami, pencatatan perkawinan, peran wali dan kebebasan mempelai 

wanita, peran pengadilan dalam proses perceraian, serta metode yang digunakan 

dalam membentuk Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer. Dengan . 

108 Pembahasan lebih mendalam tentang teori perpaduan tematik dan holistik ini dibahas pada 
bab vii: Aplikasi dan Metode Pembaruan. 
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pengetahuan ini diharapkan akan berguna sebagai pengetahuan bagaimana kedua 

Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia memposisikan wanita dan 

kemampuan hukum tersebut dalam merespon masalah-masalah kontemporer. Pada 

gilirannya diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan konsep masa depan 

yang lebih responsif, yang boleh jadi perlu adanya revisi atau dekonstruksi, atau 

bahkan mungkin rekonstruksi terhadap konsep yang sudah dianggap mapan. 109 

F. Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research). Adapun 

sumber pokok (primer) konsep tradisional adalah kitab-kitab fikih mazhab, yakni 

..s~I Li_, .l.A....11 karya Sahp.fin al-Tanfildll (160-240/776-854) dari mazhab 

Maliki, .b_, ... : 4 11 tulisan al-Sarakhsi (w. 483/1090) dan ~ ~ w-JI ~I ~ 

~ 1 ~ I ~ ~ karya al-Kasani ( w. 587 /1191) dari mazhab Hp.nafi, r '11 karya 

imam al-Shafi'i (150-2041767-819) dari mazhab Shafi'i, dan c.J ;: o 11 karya Ibnu 

Qudamah (w. 620/1223), dan dalam beberapa hal dalam kitab .i...........J I .:11 j karya 

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751/1350-1) dari mazhab H;mbali. Sedarig sumber 

primer dari Perundang-undangan Muslim kontemporer Indonesia dan Malaysia 

adalah Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia. Sejalan dengan itu, 

sumber data teori-teori pemikir kontemporer dilacak lewat karya masing-masing, 

misalnya teori Sayyed Ameer Ali dilacak lewat karyanya, The Spirit of Islam, Fazlur 

l 09 Dekonstruksi dan rekonstruksi berafiliasi pada tipologi pembaruan reformistik, dimana 
dekonstruksi berarti berusaha merombak toeri/konsep yang sudah mapan tanpa memberikan tawaran 
baru, sementara rekonstruksi di samping melakukan apa yang dilakukan dengan dekonstruksi ditambah 
dengan usaha memberikan teori/konsep alternatif yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Dengan 
demikian, rekonstruksi adalah usaha membangun kembali budaya/konsep lama dengan melihat dan 
mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan kontemporer. Lihat Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana 
Pemikiran Arab Kontemporer", him. 74 dan 80. 
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Rahman lewat karyanya, clan demikian seterusnya dengan teori lain. Sedang sumber 

sekunder adalah kumpulan Perunclang-undangan, tulisan-tulisan para ahli yang 

meneliti masalah yang sama, kumpulan-kumpulan fatwa dan keputusan peradilan 

agama. CD-ROM al-Qur'an clan CD-ROM hadis juga dipakai dalam penulisan ini, 

sebab secara teknis kedua alat ini memudahkan penulis dalam mencari dan mengolah 

data. 

·Karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melacak 

kitab-kitab fikih imam mazhab, atau kitab-kitab terdekat kepada imam mazhab, 

buku-buku Perunclang-undangan di bidang Hukum Perkawinan, dan sumber-sumber 

di sekitar perdebatan Perundang-undangan dan pelaksanannya. 

Kaitannya dengan kasus Malaysia sebagai negara federal, perlu dijelaskan 

bahwa meskipun Malaysia adalah negera federal, sampai sekarang negara ini tidak 

mempunyai Undang-undang Perkawinan Muslim Federal. Masing-masing negara 

bagian mempunyai Undang-undang sendiri_ 110 UU Keluarga Islam Malaysia dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Pertama, UU yang mengikuti Akta 

Persekutuan, yakni Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, 

Terengganu, Serawak dan Sabah, meskipun sedikit banyak tetap ada penyesuaian. 

Kedua, Kelantan, Johor, Melaka dan Kedah. Perlu dicatat, kedua kelompok pokok ini 

tetap banyak memiliki persamaan, meskipun memang ada perbedaan yang cukup 

menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 pasal. 111 

110 Mahmood, Family law Reform, him. 198. 

11 l Tentang isi Undang-undang Keluarga Islam tersebut dituliskan dua contoh dari masing­
masing kelompok besar, yakni Akta Persekutuan, dan Kelantan. Secara garis besar isi Aleta Persekutuan 
adalah: Bab I: Pendahuluan (l-6); Bab Il: Perkawinan (7-24); Bab ID: Pendaftaran Perkawinan (35-34); 
Bab IV: Hukuman dan Aturan yang Berhubungan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan 
(35-44); Bab V: Perceraian (45-58); Bab VI: Nafkah Isteri, Anak dan lain-lain (59-80); Bab Vll: 
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Karena itu, studi (pengumpulan data) tentang Malaysia ditekankan pada perwakilan 

kedua kelompok ini, kecuali dalam masalah-masalah yang dipandang penting akan 

diuraikan lebih rinci. 

Adapun metode analisa data adalah dengan menggunakan metode analisis isi 

(content analysis) 112 dan comparatif, yakni menganalisa isi kitab-kitab fikih 

tradisional dan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia. Sekedar 

contoh, ketika berbicara tentang poligami, dianalisa dan dicermati bagaimana konsep 

yang ada di kitab-kitab fikih dan Perundang-undangan Perkawinan secara bersama 

untuk ditemukan benang merah, yang kemudian diteruskan dengan perbandingan, 

yakni; antara Indonesia dan Malaysia, antara konsep fikih mazhab dan Perundang-

undangan, serta antara kedua negara tersebut dengan Undang-undang negara-negara 

Muslim lainnya. 

Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian descriptif-comparatif. 

Artinya, fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional dan Perundang-

undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia dideskripsikan, kemudian 

dibandingkan, yakni: (1) antara Perundang-undangan Indonesia dan Malaysia; (2) 

antara konsep kedua negara tersebut dengan konsep fikih mazhab yang ada; dan (3) 

antara konsep kedua negara dengan Perundang-undangan Perkawinan Muslim lain. 

Hadanah (Perneliharaan anak) 81-107); Bab VIII: Peraturan Lain (108-122); Bab IX: Hukuman (123-
133); Bab X: Peraturan Umum (134-135). Sedang isi Undang-Undang Keluarga Kelantan secara garis 
besar adalah: Bab I: Pendahuluan (1-5); Bab II: Penetapan (6); Bab III: Perkawinan dan Perdaftaran (7-
30); Bab IV: Perceraian (31-46); Bab V: Nafkah Isteri, Anak dan lain-lain (47-69); Bab VI: Hadanah 
(70-94); Bab VII: Kesalahan-Kesalahan (95-112); Bab VIII: Ketentuan Umum (113-129). Lihat Abdul 
Monir Yaacob, "Undang-Undang Keluarga Islam di malaysia: Perlaksanaan dan Penyeragaman", Paper 
Seminar Serantau UU Keluarga Islam dan Wanita, 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam 
Malaysia (IKIM), hlm. 20. 

112 Bruce A Chadwick dan kawan-kawan, Metode Penelitian I/mu Pengetahuan Sosial 
(Semarang: IKIP Press, 1991), hlm. 270. 
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Terjemahan al-Qur'an yang digunakan clalam tulisan ini aclalah terjemah 

Departemen Agama RI., kecuali clalam hal-hal tertentu digunakan terjemah lain. 

Dalam kasus digunakan terjemah selain dari terjemah Departemen Agama RI., 

dijelaskan dalam tulisan. Sedang sumber hadis yang dikutip clalam tulisan ini 

diupayakan merujuk pada kitab aslinya dengan menggunakan alat bantu herupa CD-

ROM hadis .A .... ', 11 ~ dan program al-Bayan.ll3 Adapun metode penulisan, 

seperti penulisan catatan kaki clan semacamnya digunakan sistem Turahian.114 

Sistematika pembahasan Disertasi ini adalah penclahuluan di bah pertama, yang 

meliputi: (a) latar helakang masalah, (h) pemhatasan dan perumusan masalah, (c) 

telaah pustaka, (d) kerangka teori, (e) tujuan dan kegunaan penelitian, clan (t) metode 

penelitian serta sistematika pemhahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu 

untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauhmana penelitian 

terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang 

digunakan, clan apa yang menjadi pokok masalahnya. 

Kemudian diteruskan dengan pelacakan sejarah munculnya Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Asia Indonesia clan Malaysia di bah 

herikutnya. Pemhahasan ini untuk mengetahui apa clan bagaimana Iatar belakang 

muncul, pembahasan materi unqang-undang ketika dibahas di lemhaga herwenang, 

clan perkemhangan Perunclang-undangan Perkawinan Kontemporer tersebut; apakah 

berangkat dari keinginan Muslim di dua negara tersebut; atau mungkin hanya untuk 

kepentingan sekelompok orang; atau mungkin juga pengaruh clari negara lain. 

Pengetahuan ini penting untuk memahami dengan haik unsur-unsur pembaruan yang 

acla clalam Perunclang-unclangan Perkawinan tersebut, misalnya kenapa unsur 

113 CD-ROM yang digunakan dalam tulisan ini adalah versi 5.1. 

114 Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations, edisi 
ke-5 (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1987). 
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keberanjakannya dari isi kitab-kitab fikih konvensional tidak seliberal isi undang-

undang Tunisia 

Setelah mengetahui dengan baik latar belakang lahimya Perundang-undangan 

Perkawinan Kontemporer tersebut, pada bab ketiga sampai keenam dilakukan 

pelacakan unsur-unsur peningkatan status wanita dalam Perundang-undangan 

Perkawinan Kontemporer tersebut. Untuk mengetahui keberanjakan ini akan 

dilakukan dengan cara membandingkan konsep yang ada dalam kitab-kitab fikih 

imam mazhab. Subyek-subyek yang dibahas dalam karya ini adalah: (1) poligami; (2) 

pencatatan perkawinan (3) peran wali dan kebebasan mempelai wanita; (4) dan 

proses perceratan. 

Bab ketujuh adalah pembahasan tentang praktek/aplikasi Perundang-undangan 

Perkawinan tersebut dalam masyarakat, dan metode pembaruan yang digunakan. 

Pengetahuan ini penting untuk mengetahui sejauhmana undang-undang yang ada 

dapat diaplikasikan di lapangan, serta untuk mengetahui metode apa (legal theory) 

yang digunakan dalam melakukan pembaruan tersebut. Kemudian pembahasan 

diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran pada bab penutup. 





A. Kesimpulan 

BAB VIII 

PENUTUP 

Studi ini telah berusaha mencermati status wanita dalam Hukum Perkawinan 

Indonesia dan Malaysia dengan mengambil empat indikator, yakni: (1) poligami; (2) 

pencatatan perkawinan; (3) peran wali dan kebebasan mempelai wanita; dan (4) 

proses perceraian, dan telah menemukan bahwa: 

1. Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya 

persetujuan pengadilan untuk bolehnya seorang suami melakukan poligami, 

kecuali Serawak dan Kelantan. Lebih dari itu, perundang-undangan Indonesia 

mengharuskan adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Sementara dalam 

kitab-kitab fikih tradisional, ketentuan yang demikian tidak ditemukan. 

2. Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya 

pencatatan perkawinan. Me!ikipun pencatatan perkawinan bagi kedua negara ini 

bukan syarat sah akad nikah, tetapi syarat untuk mempunyai kekuatan hukum, 

dengan keharusan pencatatan perkawinan para pihak calon suami dan isteri . 

telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian tentang 

terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sah pemikahan sesuai dengan aturan 

pcrundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai 

usaha untuk menjamin kesejahteraan dan kehannonisan rumah tangga serta 

krjaminnya hak-hak para pihak sebagai suami dan isteri. Dalam konsep fikih 

tradisional sarana mengoreksi apakah syarat-syarat untuk boleh atau tidaknya 
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seorang me1akukan pemikahan tidak ada. Akibatnya, sering terjadi s1 isteri 

terlantar karena suami yang tidak bertanggungjawab. 

3. Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia tidak mengakui adanya 

hak pemaksaan wali (ijbar), dan mengharuskan adanya persetujuan dari 

mempelai wanita untuk dapat dilangsungkan akad nikah, kecuali Terengganu 

yang tidak menghendaki adanya persetujuan mempelai wanita, dan Kelantan 

yang masih mengakui hak ijbar bapak dan kakek. Sebaliknya, konsep fikih 

tradisional memberikan hak kepada wali untuk menikahkan anak perempuan 

tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (wali mujbir). 

4. Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia tidak mengakui hak talak sepihak 

suami. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam mengajukan 

permohonan talak ke pengadilan. Pengadilan adalah satu-satunya pihak yang 

berhak menetapkan dapat terjadi atau tidaknya talak. Konsep ini berbeda 

dengan teori fikih tradisional yang mengakui hak mutlak talak suami. Lebih 

dari itu, Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia tidak mengakui 

talak tiga sekaligus, kecuali Perak, satu konsep yang umum dalam kitab fikih 

tradisional. 

5. Karena itu dapat disimpulkan, bahwa tidak jauh berbeda dengan umumnya 

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer yang berlaku sekarang 

di negara-negara Muslim lain, Perundang-undangan Perkawinan Muslim 

lndone:-.1a dan Malaysia memposisikan wanita Iebih sejajar dengan kaum pna 

dibandrngkan dengan konsep yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional. 

6. Lahimya pernharuan Hukum Perkawinan Muslim yang meletakkan wanita 

lcbih seJajar dengan kaum laki-laki ini dipengaruhi oleh kecenderungan 
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pemikiran dan pemahaman nash yang lebih menekankan pada spirit nash yang 

lebih egalitarian. Pemikiran dan pemahaman ini juga yang terjadi terhadap 

perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia, meskipun untuk 

tujuan ini secara metodologis Perundang-undangan Perkawinan kedua negara 

ini menggunakan metode: (1) penafsiran ulang (reinterpretasi) nash, (2) siyasah 

al-Shar'iyah, (3) takhayyur, dan (4) talfiq, yang pada prinsipnya masih 

menggunakan metode parsial. Pemikiran yang menekankan pada pentingnya 

pemahaman nash yang egalitarian ini terlihat akan semakin mendapat perhatian 

pemikir di masa-masa yang akan datang. 

7. Dari sisi waktu, usaha pembaruan Hukum Perkawinan yang dilakukan 

Indonesia dan Malaysia re]atif terlambat dilakukan apabila dibandingkan 

dengan pernbaruan yang dilakukan di urnurnnya Negara-negara Muslim 

lainnya, seperti Turki, Mesir, Iran, Pakistan dan lain-lain. 

8. Lahimya Undang-undang Perkawinan Indonesia muncul sebagai tuntutan dari 

masyarakat Indonesia, khususnya dari kaurn pembaharu dan kaum wanita, 

meskipun ada respon negatif dari kelompok tradisional. 

9. Adapun penyebab kurang maksimalnya aplikasi perundang-undangan 

perkawinan Indonesia dan Malaysia di lapangan adalah karena isi perundang­

undangan tersebut tidak sejalan dengan norma yuridis, filosofis dan sosiologis 

yang ber1aku di ka1angan mayoritas masyarakat kedua negara tersebut. Lebih 

dari itu kelompok ini juga yang ma~oritas sebagai pelaku dan praktisi hukum, 

sepcrti guru di sckolah-sckolah dan pengajian-pengajian, serta hakim di 

Pengadilan Agama. Kondisi ini diperburuk lagi dengan struktur masyarakat 

Indonesia dan Malaysia yang patriarkal. 
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B. Saran-saran 

Dari studi yang dilakukan tersebut di atas, ada beberapa saran yang penting 

dicermati dan ditindak lanjuti yakni pertama, studi ini menunjukkan bahwa 

kurangnya aplikasi Perundang-undangan Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia 

di lapangan adalah karena kekurang-pahaman tentang status kitab fikih dan produk­

produk pemikiran hukum Islam lain. Karena itu, usaha serius untuk memberikan 

pemahaman tentang status kitab fikih dan produk-produk pemikiran hukum Islam 

lainnya terhadap masyarakat penting dilakukan. 

Kedua, khusus untuk Indonesia, meskipun us1a perundang-undangan 

Perkawinan Indonesia sudah tua, tetapi masih sedikit masyarakat yang mengetahui 

dan memahami isinya. Karena itu, usaha sosialisasinya masih penting ditingkatkan. 

Ketiga, seperti terlihat dalam bahasan terdahulu, subyek yang dikaji dalam studi 

ini dibatasi hanya empat subyek, yakni: (1) po1iganii; (2) pencatatan perkawinan; (3) 

peran wali dan kebebasan mempelai wanita; dan (4) proses perceraian. Karena itu, 

sebagai tindak lanjut dari studi ini perlu dilakukan studi lanjutan tentang subyek­

subyek lain dalam Hukum Perkawinan Muslim Indonesia dan Malaysia, seperti hak 

dan kewajiban suami dan isteri, natkah dan lain-lain, yang kalau merujuk pada teori 

Mahmood ada minimal tiga belas subyek yang mengalami pembaruan dalam Hukum 

Perkawinan Muslim Kontemporer kalau dibandingkan dengan konsep tradisional. 
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